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ABSTRAK 

Nanda, Recky Trio. 2026, Implementasi UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 

Produk Halal pada Pelaku UMKM di Kecamatan Sungai bungkal. Skripsi. 

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kerinci. 

Kata kunci: Implementasi, Jaminan Produk Halal, Sertifikasi Halal, UMKM, 

Literasi Halal 

Penelitian ini membahas implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) di Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh. Penelitian 

ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya tingkat kepemilikan sertifikat halal pada 

UMKM, padahal sertifikasi halal merupakan kewajiban hukum bagi produk yang 

beredar di Indonesia. Penelitian bertujuan untuk menganalisis implementasi 

regulasi halal pada pelaku UMKM serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi 

dalam pelaksanaan sertifikasi halal. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan 

dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pelaku UMKM yang telah memiliki 

sertifikat halal, pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal, serta 

pendamping halal di Kecamatan Sungai Bungkal. Analisis data dilakukan melalui 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU No 33 Tahun 2014 

di Kecamatan Sungai Bungkal telah mulai berjalan, tetapi belum optimal. Pelaku 

UMKM yang telah memiliki sertifikat halal umumnya memiliki tingkat 

pemahaman dan kesadaran halal yang lebih baik dibandingkan pelaku usaha yang 

belum memiliki sertifikat halal. Hambatan utama yang ditemukan meliputi 

rendahnya literasi halal, kurangnya sosialisasi dan pendampingan, keterbatasan 

administrasi usaha, persepsi biaya sertifikasi yang mahal, serta rendahnya 

pemahaman mengenai prosedur pengajuan sertifikat halal. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi regulasi halal tidak hanya 

dipengeruhi oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga oleh tingkat kesadara 

hukum, dukungan pemerintah, dan kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi 

standard halal. 
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ABSTRACT 

Nanda, Recky Trio. 2026, Implementation of Law No. 33 of 2014 concerning Halal 

Product Assurance for MSME Actors in Sungai Bungkal District. Thesis. 

Department of Sharia Economic Law, State Islamic Institute of Kerinci. 

Keywords: Implementation, Halal Product Assurance, Halal Certification, MSMEs, 

Halal Literacy 

This study discusses the implementation of Law Number 33 of 2014 concerning 

Halal Product Assurance for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Sungai 

Bungkal District, Sungai Penuh City. The study is motivated by the still low level of halal 

certificate ownership among MSMEs, even though halal certification is a legal obligation 

for products circulating in Indonesia. The study aims to analyze the implementation of halal 

regulations on MSME actors as well as to identify the obstacles faced in the implementation 

of halal certification. 

This study uses a qualitative research method with a descriptive approach. Data 

were obtained through in-depth interviews, observation, and documentation. Research 

informants consist of MSME actors who already have halal certification, MSME actors 

who do not yet have halal certification, as well as halal facilitators in Sungai Bungkal 

District. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and 

drawing conclusions. 

The research results indicate that the implementation of Law No. 33 of 2014 in 

Sungai Bungkal District has begun, but it is not yet optimal. SMEs that already have halal 

certification generally have a better understanding and awareness of halal compared to 

business actors who do not yet have halal certification. The main obstacles found include 

low halal literacy, lack of socialization and mentoring, limited business administration, the 

perception that certification costs are expensive, and low understanding of the procedures 

for applying for halal certification. This study shows that the success of halal regulation 

implementation is not only influenced by the existence of legal regulations but also by the 

level of legal awareness, government support, and the readiness of business actors to meet 

halal standards. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

 Jaminan terhadap kehalalan produk merupakan bagian dari 

perlindungan konsumen yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat 

Islam. Negara telah mengatur hal ini secara formal melalui Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 

(UU JPH). Dalam Pasal 4 UU tersebut ditegaskan bahwa “Produk yang 

masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib 

bersertifikat halal” (UU No. 33 Tahun 2014). Ketentuan ini tidak hanya 

menjadi dasar hukum, tetapi juga menjadi standar etika bagi pelaku usaha 

dalam memenuhi hak-hak konsumen muslim. 

Literasi halal menjadi kunci penting dalam mendukung 

implementasi regulasi tersebut, terutama di kalangan pelaku usaha kecil dan 

menengah (UMKM). Literasi halal tidak sekadar mencakup pemahaman 

normatif, tetapi juga menyangkut aspek kognitif (pengetahuan), afektif 

(sikap), dan psikomotorik (tindakan nyata dalam praktik usaha) terkait 

prinsip-prinsip halal dan prosedur sertifikasi (Yuanitasari et al., 2023). 

Literasi halal yang memadai dapat meningkatkan kesadaran hukum dan 

kepatuhan pelaku usaha terhadap UU JPH, serta memperkuat posisi produk 

halal di pasar domestik maupun global (Pratiwi et al., 2025). 

Secara faktual, Implementasi kewajiban sertifikasi halal di kalangan 

pelaku UMKM masih tergolong rendah. Berdasarkan data dari Kementerian 
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Koperasi dan UKM tahun 2025, dari sekitar 9,8 juta produk UMKM di 

Indonesia, hanya sekitar 2,3 juta atau 3,5% yang telah bersertifikat halal 

(KemenKopUKM,2025). Di Kota Sungai Penuh, kondisi tersebut 

mencerminkan masalah serupa. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil dan Menengah setempat, jumlah UMKM yang telah 

mengajukan sertifikasi halal masih sangat minim. Banyak pelaku usaha 

mengaku belum memahami prosedur pengajuan sertifikasi maupun 

pentingnya legalitas produk halal. 

Selain itu, peraturan mengenai jaminan produk halal juga 

mengalami penyesuaian melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2014(Kerja, 2021). Perubahan tersebut bertujuan 

untuk mempermudah dan menyederhanakan proses sertifikasi halal, 

khususnya bagi pelaku UMKM, melalui sistem perizinan berusaha berbasis 

risiko. Peraturan lebih lanjut kemudian dijabarkan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang 

Jaminan Produk Halal yang berfungsi sebagai peraturan pelaksana, 

terutama dalam memperjelas mekanisme sertifikasi halal, peran BPJPH, 

serta bentuk fasilitasi yang diberikan kepada UMKM. Meskipun demikian, 

dalam praktiknya, implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi 

berbagai kendala di tingkat pelaku usaha. 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Desa Sumur Anyir, 

salah satu desa di Kecamatan Sungai Bungkal, diketahui bahwa terdapat 
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sekitar 40 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang aktif 

menjalankan usahanya. Namun demikian, hanya sekitar 15 UMKM atau 

sekitar 37,5% di antaranya yang telah memiliki sertifikat halal. Data ini 

menunjukkan bahwa lebih dari 60% UMKM di desa tersebut belum 

memperoleh sertifikasi halal, meskipun produk mereka telah beredar secara 

luas, baik di tingkat lokal maupun regional. Hal ini menunjukkan bahwa 

implementasi UU JPH belum berjalan secara optimal yang dapat disebkan 

oleh berbagai faktor. Beberapa di antaranya adalah rendahnya pemahaman 

pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal, keterbatasan akses 

informasi mengenai prosedur dan persyaratan sertifikasi, serta kendala 

biaya yang masih dianggap memberatkan. Selain itu, pelaku UMKM 

mungkin belum sepenuhnya memahami bahwa sertifikasi halal tidak hanya 

berdampak pada kepercayaan konsumen, tetapi juga berhubungan dengan 

aspek hukum dan pemasaran produk. 

Sebagai upaya menanggapi persoalan tersebut, pemerintah melalui 

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah naungan 

Kementerian Agama telah berupaya mendorong Implementasi UU JPH 

melalui berbagai kebijakan. Salah satunya melalui program Sertifikasi Halal 

Gratis (SEHATI) bagi pelaku UMK. Program ini dirancang untuk 

mendorong percepatan ekosistem produk halal nasional, termasuk di Kota 

Sungai Penuh, yang mulai Oktober 2026 mewajibkan seluruh produk 

makanan dan minuman yang beredar memiliki sertifikasi halal. Wakil Wali 

Kota dan Kepala Kantor Kementerian Agama setempat bahkan menegaskan 
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bahwa akan ada sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak 

memenuhi ketentuan ini, seperti denda atau penarikan produk dari pasaran. 

Meskipun program SEHATI dapat diakses secara daring dan menggunakan 

skema self-declare untuk usaha kecil dengan bahan baku yang sederhana, 

literasi halal di kalangan pelaku UMKM masih menjadi tantangan besar. 

Kurangnya informasi, kekeliruan persepsi terhadap proses sertifikasi, serta 

minimnya pendampingan menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan 

kebijakan ini. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk 

mengkaji secara mendalam tingkat pemahaman, pengalaman, hambatan, 

serta kesiapan pelaku UMKM terhadap implementasi Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, khususnya di 

Kecamatan Sungai Bungkal. 

Berdasarkan uraian normatif dan empiris di atas, dapat dilihat 

adanya ketimpangan antara norma hukum yang mengatur kewajiban 

sertifikasi halal dengan realitas implementasinya dilapangan. Permasalahan 

ini tidak hanya berkaitan dengan pemahaman hukum, tetapi juga 

menyangkut keberfungsian negara dalam menjamin hak konsumen muslim 

serta perlindungan terhadap pelaku usaha. Di Kecamatan Sungai Bungkal, 

kesenjangan ini berpotensi menghambat realisasi visi pemerintah untuk 

menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. 

Fokus penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi dan 

menganalisis bagaimana implementasi UU No 33 Tahun 2014 pada pelaku 

UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal. Penelitian ini juga akan 
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mengeksplorasi hambatan-hambatan yang dihadapi pelaku usaha yang 

mempengaruhi pelaksanaannya. 

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi, mengingat pentingnya 

peningkatan literasi halal sebagai syarat tercapainya perlindungan 

konsumen dan kepatuhan regulatif oleh pelaku usaha. Hasil penelitian 

diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, lembaga 

keagamaan, dan instansi terkait dalam merancang strategi edukatif dan 

intervensi kebijakan yang tepat sasaran. Selain itu, penelitian ini juga 

memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian hukum Islam, 

khususnya dalam ranah hukum ekonomi syariah dan perlindungan 

konsumen muslim. 

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah 

1. Batasan Masalah 

Agar penelitian lebih terarah, fokus pembahasan dibatasi pada tiga 

aspek utama. Pertama, implementasi ketentuan Undang- Undang 

Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pelaku 

UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal. Kedua, hambatan- hambatan 

yang dihadapi pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban 

sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. Batasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran 

mendalam tentang tantangan implementasi literasi halal di tingkat 

UMKM Kecamatan Sungai Bungkal. 

2. Rumusan Masalah 



 
 

6 
 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana Implementasi UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 

Produk Halal pada pelaku UMKM di Kecamatan Sungai 

Bungkal? 

b. Apa saja hambatan yang dihadapi pelaku UMKM dalam 

mengimplementasikan UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 

Produk Halal? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk menganalisis sejauh mana implementasi UU No. 33 

Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah berjalan pada 

pelaku UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal, khususnya 

terkait kewajiban sertifikasi halal.  

b. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji apa saja hambatan-

hambatan dalam implementasi UU JPH, baik dari segi teknis 

prosedur, akses informasi, maupun kendala sumber daya pelaku 

UMKM.  

2. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 
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a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya 

dalam bidang hukum ekonomi syariah. Dengan menganalisis 

implementasi UU No 33 tahun 2014 terhadap para pelaku UMKM, 

penelitian ini akan menambah wawasan mengenai literasi halal dan 

implementasi regulasi di sektor UMKM. Hasil penelitian ini dapat 

menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

topik yang sama, serta memperkaya khazanah literatur mengenai 

hukum dan ekonomi syariah. Penelitian ini juga bertujuan untuk 

mengembangkan teori literasi halal dengan mengidentifikasi faktor-

faktor yang mempengaruhi implementasi UU No 33 Tahun 2014 

terhadap para pelaku UMKM. Dengan demikian, penelitian ini dapat 

memberikan dasar teoritis yang lebih kuat untuk studi-studi 

selanjutnya yang membahas literasi halal dalam konteks UMKM. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman 

tentang pentingnya regulasi dalam konteks ekonomi syariah, serta 

memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana UU 

BPJPH dapat diimplementasikan secara efektif oleh pelaku UMKM. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini memberikan manfaat praktis yang cukup luas 

bagi berbagai pihak. Bagi pelaku UMKM, penelitian ini bisa 

membantu mereka memahami lebih jelas tentang pentingnya 
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sertifikat halal dan bagaimana cara mendapatkannya. Harapannya, 

para pelaku usaha menjadi lebih sadar dan siap mengikuti aturan 

yang berlaku. Bagi pemerintah dan lembaga seperti BPJPH, hasil 

penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk melihat apakah 

sosialisasi aturan produk halal sudah berjalan dengan baik, atau 

masih ada kendala yang perlu diperbaiki. Penelitian ini juga bisa 

menjadi masukan dalam merancang kebijakan yang lebih mudah 

dipahami dan dijalankan oleh pelaku UMKM. Selain itu, bagi 

pendamping UMKM atau organisasi yang bergerak di bidang 

pemberdayaan usaha kecil, penelitian ini bisa memberi gambaran 

nyata tentang tantangan yang dihadapi pelaku usaha. Dengan begitu, 

mereka bisa menyusun program pelatihan atau pendampingan yang 

lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Bagi konsumen, 

khususnya yang beragama Islam, penelitian ini secara tidak 

langsung ikut melindungi hak mereka. Jika UMKM lebih paham dan 

patuh pada aturan halal, konsumen bisa merasa lebih tenang dan 

percaya bahwa produk yang mereka konsumsi benar-benar halal dan 

aman. 

 

D. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan untuk 

mendukung dan menguatkan asumsi dari penelitian yang akan dilakukan 

yaitu: 
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1. Penelitian yang dilakukan oleh Museliza et al. (2023) dengan judul 

“Literasi Pentingnya Sosialisasi Sertifikasi Halal pada Usaha Mikro 

Kecil Menengah di Kota Pekanbaru”. Penelitian ini menyoroti 

bagaimana program sertifikasi halal gratis yang disediakan pemerintah 

belum dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku UMKM karena 

rendahnya pemahaman mereka tentang prosedur dan urgensinya. 

Temuan menunjukkan bahwa setelah dilakukan pelatihan, para pelaku 

usaha menunjukkan peningkatan antusiasme dan kesadaran akan 

pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan kepercayaan 

konsumen dan daya saing produk. Berbeda dengan penelitian ini, fokus 

penelitian ini adalah menganalisis pemahaman pelaku UMKM terhadap 

UU No. 33 Tahun 2014 secara mendalam, serta faktor-faktor yang 

menjadi hambatan dalam mengimplementasikan literasi halal. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati et al. (2023) dalam artikel 

berjudul “Analisis Religiusitas, Kesadaran Halal, Literasi Halal, dan 

Niat Berperilaku dalam Memprediksi Pelaku UMKM Melakukan 

Sertifikasi Halal di Kabupaten Bangkalan”. Penelitian tersebut 

bertujuan mengukur pengaruh berbagai faktor psikologis dan kognitif 

terhadap niat pelaku UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal. 

Temuan mereka menunjukkan bahwa niat berperilaku merupakan 

variabel yang paling signifikan, sementara literasi halal berpengaruh 

tetapi tidak signifikan secara statistik. Perbedaannya dengan proposal 

ini terletak pada pendekatan, penelitian tersebut menggunakan metode 
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kuantitatif, sedangkan penelitian  ini bersifat kualitatif eksploratif yang 

menelusuri hambatan struktural dan tingkat pemahaman pelaku usaha 

terhadap UU JPH. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Widigdo & Nugroho (2024) dengan 

judul “Peningkatan Literasi Sertifikasi Halal untuk Keberlanjutan 

UMKM Meruya Selatan”. Artikel tersebut merupakan hasil pengabdian 

masyarakat yang bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku usaha 

mikro di Meruya Selatan terhadap syarat dan prosedur sertifikasi halal. 

Temuan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam 

pengetahuan dan kesadaran peserta setelah mengikuti pelatihan. 

Walaupun serupa dari sisi tema literasi halal, penelitian tersebut berbeda 

karena lebih menekankan evaluasi program pelatihan dan bukan pada 

analisis hukum atau pemahaman pelaku usaha terhadap UU No. 33 

Tahun 2014 seperti dalam penelitian yang dilakukan. 

4. Penelitian kelima dilakukan oleh Himmah, Qadariyah, & Sarkawi 

(2024) yang berjudul “Studi Eksplorasi Literasi Halal dan Sertifikasi 

Halal Pelaku Usaha UMKM di Lenteng Kabupaten Sumenep”. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menelusuri 

pengetahuan, sikap, dan praktik pelaku usaha terhadap kehalalan produk 

dan proses sertifikasi. Temuan menunjukkan bahwa pemahaman pelaku 

UMKM masih minim dan banyak di antaranya tidak mengetahui 

prosedur sertifikasi halal secara teknis. Penelitian tersebut memiliki 

pendekatan yang mirip dengan penelitian ini , namun perbedaannya 



 
 

11 
 

terletak pada konteks lokasi (Kabupaten Sumenep vs. Kota Sungai 

Penuh) dan fokus kajian hukum formal pada UU No. 33 Tahun 2014 

yang lebih menjadi inti dalam penelitian yang dilakukan. 

E. Kerangka Teori 

1. Teori Regulasi Sertifikasi Halal 

Literasi halal merupakan kapasitas pelaku usaha dalam 

memahami, menyikapi, dan menerapkan prinsip-prinsip kehalalan 

produk berdasarkan nilai-nilai syariat Islam. Literasi ini mencakup tiga 

aspek, yaitu: (1) kognitif, yakni pengetahuan tentang halal dan haram, 

(2) afektif, yakni sikap terhadap pentingnya sertifikasi halal, dan (3) 

psikomotorik, yakni tindakan nyata dalam memenuhi standar halal 

(AISYAH, 2023). Menurut Yuwana & Hasanah (2021) tingkat literasi 

halal yang rendah pada UMKM disebabkan oleh minimnya edukasi 

langsung dari pemerintah atau lembaga terkait. Sebaliknya, pelatihan 

intensif dapat meningkatkan pemahaman serta motivasi untuk menjalani 

proses sertifikasi halal, yang secara tidak langsung berdampak positif 

terhadap kepercayaan konsumen dan peningkatan omzet. Dalam 

pandangan hukum Islam, literasi halal merupakan bagian dari 

pelaksanaan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya ḥifẓ al-dīn (menjaga 

agama) dan ḥifẓ al-nafs (menjaga jiwa), karena konsumsi produk halal 

merupakan bagian dari kewajiban seorang Muslim dalam menjaga 

keutuhan ibadah dan kesehatan.  
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2. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 

(UU JPH) 

UU No. 33 Tahun 2014 merupakan landasan yuridis yang 

mewajibkan semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di 

wilayah Indonesia untuk bersertifikat halal (Pasal 4 UU JPH). Undang-

undang ini menempatkan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan 

Produk Halal) sebagai lembaga pengatur utama proses sertifikasi, 

bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis 

Ulama Indonesia (MUI).  

Maulana (2024) menyatakan bahwa regulasi ini merupakan 

langkah penting untuk menjamin kepercayaan konsumen Muslim dan 

mewujudkan perlindungan hukum dalam perdagangan produk halal. 

Namun demikian, Hosen et al. (2022) mengkritisi masih adanya 

sejumlah hambatan struktural, seperti belum sinkronnya regulasi 

turunan dan lemahnya pengawasan implementasi di daerah, yang 

menghambat efektivitas UU JPH. Dari sudut pandang fikih 

kontemporer, keberadaan UU ini dapat dikategorikan sebagai bentuk 

taṣrīf al-imām atau otoritas pemerintah dalam mengatur hal-hal yang 

menyangkut kemaslahatan umum (maṣlaḥah mursalah), khususnya 

dalam menjamin perlindungan konsumen Muslim. 
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3. Fatwa MUI dan Kodifikasi Hukum Islam sebagai Sumber 

Legitimasi Sertifikasi Halal 

Selain mengacu pada UU JPH, legitimasi hukum terhadap 

produk halal juga bersumber dari fatwa-fatwa ulama yang diakui secara 

nasional, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI menjadi 

lembaga yang berwenang dalam menetapkan fatwa kehalalan suatu 

produk sebelum diterbitkan sertifikat halal oleh BPJPH. Fatwa MUI 

umumnya mengacu pada kaidah fikih dari mazhab empat serta 

pertimbangan ilmiah dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan 

dan Kosmetika (LPPOM MUI). 

Dalam hal ini, kodifikasi hukum seperti Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah (KHES) juga berfungsi sebagai rujukan formal yang 

telah mengalami proses positifasi. Fatwa dan kodifikasi tersebut 

berperan sebagai sumber normatif hukum Islam kontemporer yang 

mengikat secara moral dan administratif. Rusmiyati et al. (2025) 

menjelaskan bahwa sistem hukum halal di Indonesia adalah hasil sinergi 

antara teks klasik fikih dan modernisasi hukum melalui proses 

legalisasi. Ketidakpahaman pelaku usaha terhadap sumber normatif 

tersebut menjadi salah satu penghambat utama implementasi regulasi 

halal di lapangan. 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu data berupa 

narasi, deskripsi, ungkapan, atau cerita dari informan—baik secara 

tertulis maupun lisan yang dapat diamati secara langsung. Pendekatan 

ini dipilih karena bermaksud memahami fenomena sosial dari sudut 

pandang pelaku UMKM, khususnya dalam merespons Undang‐Undang 

Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). 

Furidha & Sidoarjo (2023) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif 

cocok untuk meneliti objek dalam kondisi alaminya dan menekankan 

pada interpretasi berbasis makna sosial. Data kualitatif berasal dari 

situasi natural dan ditafsirkan sesuai makna yang diberikan subjek 

bukan angka statistik semata. 

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yang bertujuan 

menggambarkan secara rinci dan menyeluruh realitas sosial terkait 

literasi halal UMKM. Efrem Jelahut (2022) menyatakan bahwa 

penelitian kualitatif bersifat naturalistik dan holistik, di mana peneliti 

menjadi instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data. Dari 

lima tipe penelitian kualitatif fenomenologi, etnografi, studi kasus, 

grounded theory, dan naratif penelitian ini menggunakan studi kasus, 

sesuai dengan referensi Stadtländer (2009), karena fokusnya adalah 

fenomena literasi halal pada UMKM di lokasi geografis tertentu yaitu 

Kecamatan Sungai Bungkal. Pendekatan ini memungkinkan peneliti 
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menggali secara mendalam pemahaman, hambatan, serta internalisasi 

UU BPJPH oleh pelaku usaha. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di  Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai 

Penuh, Provinsi Jambi. 

3. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis 

besar: manusia (termasuk tindakan/aktivitasnya) dan teks/dokumen. 

Penelitian kualitatif, data utama dapat berupa kata-kata dan tindakan 

subjek yang diamati, serta dokumen yang berkaitan dengan fokus kajian 

(Nilamsari, 2014). Penelitian ini termasuk dalam kategori field research, 

karena data diperoleh langsung dari aktivitas pelaku UMKM di 

Kecamatan Sungai Bungkal yang menjalankan usaha terkait produk 

halal. Teknik pengumpulan data meliputi interaksi langsung, observasi, 

dan wawancara dengan pelaku usaha, sehingga memungkinkan peneliti 

menangkap realitas sosial secara langsung dan memperoleh data yang 

kaya serta otentik. 

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

c. Jenis data Primer  

  sumber data primer dalam penelitian ini adalah manusia, 

yaitu pelaku UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal yang dipilih 

secara purposif dengan kriteria: menjalankan usaha 

makanan/minuman atau produk lainnya yang tergolong wajib 
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bersertifikat halal, serta memiliki pengalaman atau pengetahuan 

minimal terkait regulasi halal. Selain itu, data primer juga diperoleh 

dari dokumen resmi, seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 

tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah, serta petunjuk 

teknis dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). 

d. Jenis data Sekunder  

sumber data sekunder berupa manusia adalah informan 

pendukung, seperti pejabat Dinas Koperasi atau penyuluh halal yang 

berperan sebagai narasumber kontekstual. Sedangkan data sekunder 

berupa dokumen meliputi jurnal ilmiah, laporan riset terdahulu, arsip 

berita, dan data statistik dari Kementerian Koperasi dan UKM. 

Triangulasi sumber dari manusia dan dokumen sangat penting untuk 

memperkuat validitas dan kedalaman analisis dalam penelitian 

kualitatif.   

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan 

dengan karakteristik pendekatan kualitatif, yaitu menggunakan teknik 

yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi mendalam dari 

sumber primer.  

a. Metode utama yang digunakan adalah wawancara mendalam (in-

depth interview) yang memberi ruang bagi narasumber untuk 

menjelaskan secara luas pandangan, pengalaman, dan kendala 

mereka dalam memahami serta menerapkan prinsip halal sesuai UU 
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No. 33 Tahun 2014. Menurut Sharp (2003), wawancara mendalam 

memungkinkan peneliti menggali makna subjektif dari pengalaman 

partisipan secara langsung dan personal, sehingga informasi yang 

diperoleh lebih kaya dan kontekstual. Dalam penelitian ini, 

wawancara dilakukan kepada pelaku UMKM yang telah memenuhi 

kriteria sebagai sumber data primer, serta informan pendukung 

seperti penyuluh halal dan pejabat Dinas Koperasi. 

b. Observasi partisipatif, yaitu pengamatan langsung terhadap aktivitas 

pelaku UMKM di lingkungan usaha mereka, termasuk dalam aspek 

produksi, pengemasan, dan penyajian produk halal. Observasi ini 

penting untuk melihat kesesuaian antara pernyataan narasumber dan 

praktik nyata di lapangan. Observasi dalam penelitian kualitatif 

bertujuan untuk mengamati pola perilaku dan interaksi sosial dalam 

konteks yang wajar dan alami (Sharp, 2003).  

c. Teknik studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari sumber 

tertulis seperti dokumen perundang-undangan, laporan instansi, dan 

publikasi akademik. Studi dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap 

data lapangan serta sebagai alat triangulasi untuk meningkatkan 

validitas hasil penelitian. Sebagaimana ditegaskan oleh Bowen, 

(2009), dokumen adalah sumber data yang stabil, kaya konteks, dan 

sangat berguna untuk mendukung interpretasi temuan dari 

wawancara dan observasi. 
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5. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan model 

interaktif dari Miles, M. B. & Huberman (1994), yang terdiri dari tiga 

tahapan utama: 

a. Reduksi Data (Data Reduction) pada tahap ini, peneliti menyaring 

dan merangkum data mentah dari hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi, dengan tujuan memfokuskan data pada hal-hal yang 

relevan dengan rumusan masalah. Reduksi data dilakukan secara 

berkelanjutan sejak awal pengumpulan data hingga tahap pelaporan 

hasil penelitian. 

b. Penyajian Data (Data Display) setelah data dirangkum, data 

disajikan dalam bentuk naratif deskriptif, tabel tematik, atau 

diagram kategori agar dapat dianalisis secara sistematis. Penyajian 

data membantu peneliti melihat pola, kecenderungan, dan hubungan 

antar kategori yang muncul. 

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and 

Verification) kesimpulan awal ditarik berdasarkan pola yang 

ditemukan, lalu diverifikasi secara terus-menerus melalui 

pencocokan antar sumber data (triangulasi). Hal ini penting untuk 

memastikan bahwa interpretasi peneliti valid dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Teori Regulasi Sertifikasi Halal  

Teori regulasi sertifikasi halal dalam penelitian ini digunakan 

sebagai grand theory untuk menjelaskan bagaimana aturan hukum mengenai 

jaminan produk halal diterapkan kepada pelaku UMKM serta bagaimana 

tingkat literasi halal memengaruhi implementasi regulasi tersebut. Dalam 

konteks penelitian ini, teori regulasi halal tidak hanya dipahami sebagai 

aturan normatif yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 

tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), tetapi juga sebagai sistem sosial 

dan hukum yang mempengaruhi perilaku pelaku usaha dalam menjalankan 

kewajiban sertifikasi halal. 

Secara teoritis, implementasi regulasi halal dapat dianalisis 

menggunakan teori implementasi kebijakan publik dari George C. Edward 

III yang menjelaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh 

empat unsur utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, 

dan struktur birokrasi(Edwards III, 1980) . Dalam konteks sertifikasi halal, 

komunikasi berkaitan dengan sosialisasi regulasi halal kepada pelaku 

UMKM, sumber daya berkaitan dengan kesiapan fasilitas dan pendamping 

halal, disposisi berkaitan dengan sikap dan kesadaran pelaku usaha terhadap 

aturan halal, sedangkan struktur birokrasi berkaitan dengan koordinasi 

antara BPJPH, LPH, dan MUI. 
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Selain itu, teori regulasi juga dapat dikaitkan dengan konsep legal 

awareness atau kesadaran hukum. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas 

hukum dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat terhadap aturan yang 

berlaku(Soekanto, 1985). Artinya, keberhasilan implementasi UU JPH 

sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap 

konsep halal, prosedur sertifikasi halal, dan kewajiban hukum yang melekat 

pada usaha mereka. 

Dalam perspektif ekonomi syariah, regulasi sertifikasi halal 

merupakan bentuk perlindungan terhadap konsumen Muslim sekaligus 

sarana menjaga keberkahan usaha. Regulasi halal bertujuan memastikan 

bahwa seluruh proses produksi, distribusi, dan konsumsi produk sesuai 

dengan prinsip syariat Islam. 

Menurut (Binh et al., 2013), literasi halal merupakan kemampuan 

individu dalam memahami konsep halal dan haram serta kemampuan 

menerapkan pengetahuan tersebut dalam aktivitas konsumsi dan produksi. 

Literasi halal menjadi fondasi utama dalam keberhasilan implementasi 

regulasi halal karena pelaku usaha yang memiliki literasi halal tinggi 

cenderung lebih mudah memahami dan menjalankan sertifikasi halal. 

Menurut (Bashir et al., 2019), regulasi halal modern tidak hanya 

berkaitan dengan aspek agama, tetapi juga berkaitan dengan sistem 

perlindungan konsumen dan peningkatan kualitas produk. Sertifikasi halal 
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dipandang sebagai instrumen legal yang meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap produk yang beredar. 

Pendapat lain dikemukakan oleh (Aziz & Vui, 2013) yang 

menyatakan bahwa literasi halal terdiri atas aspek pengetahuan, kesadaran, 

dan kepatuhan terhadap prinsip halal. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan 

dalam membentuk perilaku pelaku usaha terhadap implementasi sertifikasi 

halal. 

Menurut (Auda, 2008), regulasi halal dalam perspektif maqāṣid al-

syarī‘ah bertujuan menjaga agama (hifẓ al-dīn), menjaga jiwa (hifẓ al-nafs), 

dan menjaga harta (hifẓ al-māl). Oleh karena itu, sertifikasi halal bukan 

sekadar legalitas administratif, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap 

masyarakat Muslim. 

Sementara itu, menurut (Kamali, 2021) , maqāṣid al-syarī‘ah 

menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum Islam. Regulasi 

halal dipandang sebagai instrumen yang menjaga kepentingan umum 

melalui jaminan keamanan, kebersihan, dan kehalalan produk. 

Dalam penelitian ini, teori regulasi sertifikasi halal digunakan untuk 

menganalisis hubungan antara literasi halal pelaku UMKM dengan 

implementasi UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di 

Kecamatan Sungai Bungkal. Literasi halal diposisikan sebagai variabel 

independen yang mempengaruhi implementasi regulasi halal sebagai 

variabel dependen. 
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a. Pengertian Literasi Halal 

Literasi halal merupakan konsep utama dalam penelitian ini karena 

berkaitan langsung dengan tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap 

regulasi halal. Secara umum, literasi halal dapat dipahami sebagai 

kemampuan individu dalam memahami, menilai, dan menerapkan prinsip-

prinsip halal dalam kehidupan sehari-hari maupun aktivitas usaha. 

Menurut (Salehudin, 2013), literasi halal adalah kemampuan 

seseorang membedakan produk halal dan haram berdasarkan pemahaman 

syariat Islam. Literasi halal mencakup kemampuan memahami bahan 

baku, proses produksi, label halal, dan prosedur sertifikasi halal. 

Menurut (Widiani & Kamelia, 2025) , literasi halal merupakan 

tingkat pemahaman seseorang terhadap konsep halal-haram yang 

diwujudkan dalam sikap dan perilaku konsumsi halal. Pengetahuan yang 

baik mengenai halal akan mempengaruhi keputusan individu dalam memilih 

maupun memproduksi produk. 

Menurut (Wangsi et al., 2024) , literasi halal berkaitan erat dengan 

kesadaran halal (halal awareness). Seseorang yang memiliki literasi halal 

tinggi cenderung lebih peduli terhadap status kehalalan produk dan lebih 

taat terhadap regulasi halal. 

Pendapat lain dikemukakan oleh (Nurhayati & Hendar, 2020) yang 

menyatakan bahwa literasi halal merupakan bagian dari pembangunan 
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ekosistem halal nasional. Pelaku usaha yang memiliki pemahaman halal 

yang baik akan lebih siap menghadapi persaingan industri halal global. 

Menurut (Rifki et al., 2025) , literasi halal pada UMKM tidak hanya 

dipengaruhi oleh pemahaman agama, tetapi juga oleh faktor pendidikan, 

pengalaman usaha, akses informasi, dan efektivitas sosialisasi pemerintah. 

Dalam penelitian ini, literasi halal dipahami sebagai kemampuan 

pelaku UMKM dalam memahami prinsip halal, regulasi sertifikasi halal, 

dan penerapan sistem halal dalam aktivitas usaha. 

b. Aspek Kognitif, Afektif, dan Psikomotorik 

Dalam penelitian ini, literasi halal dianalisis melalui tiga aspek 

utama, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketiga aspek tersebut 

digunakan untuk melihat bagaimana pelaku UMKM memahami, 

menyikapi, dan menerapkan prinsip halal dalam kegiatan usaha mereka. 

1) Aspek Kognitif 

Aspek kognitif berkaitan dengan kemampuan pengetahuan dan 

pemahaman pelaku usaha terhadap konsep halal dan regulasi halal. Menurut 

Bloom, aspek kognitif mencakup kemampuan mengetahui, memahami, 

menganalisis, dan menerapkan suatu informasi. 

Dalam konteks penelitian ini, aspek kognitif meliputi: 

• Pengetahuan tentang halal dan haram  

• Pengetahuan tentang sertifikasi halal  
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• Pengetahuan tentang UU JPH  

• Pengetahuan tentang prosedur sertifikasi halal  

• Pengetahuan tentang lembaga halal seperti BPJPH dan MUI  

Pelaku usaha yang memiliki pengetahuan baik mengenai regulasi 

halal cenderung lebih siap melaksanakan kewajiban sertifikasi halal. 

2) Aspek Afektif 

Aspek afektif berkaitan dengan sikap, kesadaran, dan kepedulian 

pelaku usaha terhadap pentingnya produk halal. Menurut Krathwohl, aspek 

afektif mencakup penerimaan, respons, penghargaan, dan komitmen 

terhadap suatu nilai. 

Dalam penelitian ini, aspek afektif meliputi: 

• Kesadaran pentingnya produk halal  

• Kepedulian terhadap konsumen Muslim  

• Sikap positif terhadap sertifikasi halal  

• Komitmen menjaga kehalalan produk  

• Kesediaan mengikuti regulasi halal  

Aspek afektif sangat penting karena banyak pelaku usaha 

sebenarnya telah mengetahui regulasi halal, tetapi belum memiliki 

kesadaran penuh untuk menerapkannya. 
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3) Aspek Psikomotorik 

Aspek psikomotorik berkaitan dengan tindakan nyata pelaku usaha 

dalam menerapkan prinsip halal. Menurut Simpson, aspek psikomotorik 

mencakup keterampilan dan kemampuan melakukan tindakan tertentu 

secara nyata. 

Dalam penelitian ini, aspek psikomotorik meliputi: 

• Pengecekan bahan baku halal  

• Pemisahan alat produksi halal dan nonhalal  

• Pengurusan sertifikasi halal  

• Penggunaan label halal  

• Kepatuhan terhadap prosedur produksi halal  

Aspek ini menunjukkan sejauh mana pelaku UMKM benar-benar 

menerapkan prinsip halal dalam kegiatan usahanya. 

c. Literasi Halal dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah 

Maqāṣid al-syarī‘ah merupakan teori tujuan hukum Islam yang 

menjelaskan bahwa seluruh hukum Islam bertujuan menciptakan 

kemaslahatan bagi manusia. Dalam konteks sertifikasi halal, maqāṣid al-

syarī‘ah menjadi dasar filosofis yang menjelaskan pentingnya jaminan 

produk halal. 
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Menurut  Auda (2008), maqāṣid al-syarī‘ah bertujuan menjaga lima 

aspek utama kehidupan manusia, yaitu: 

• menjaga agama (hifẓ al-dīn)  

• menjaga jiwa (hifẓ al-nafs)  

• menjaga akal (hifẓ al-‘aql)  

• menjaga keturunan (hifẓ al-nasl)  

• menjaga harta (hifẓ al-māl)  

Dalam konteks halal, literasi halal berkaitan langsung dengan: 

• Hifẓ al-dīn, karena konsumsi produk halal merupakan bagian dari 

ketaatan beragama.  

• Hifẓ al-nafs, karena produk halal juga harus aman dan sehat untuk 

dikonsumsi.  

• Hifẓ al-māl, karena sertifikasi halal dapat meningkatkan nilai 

ekonomi dan daya saing produk UMKM.  

Menurut (Kamali, 2008), maqāṣid al-syarī‘ah menempatkan 

perlindungan konsumen sebagai bagian dari kemaslahatan umum. Oleh 

karena itu, regulasi halal merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam 

menjaga kepentingan masyarakat Muslim. 

Menurut (Dusuki & Abdullah, 2024), implementasi sertifikasi halal 

pada UMKM merupakan bentuk integrasi antara hukum Islam dan 
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kebijakan ekonomi modern. Sertifikasi halal tidak hanya melindungi agama, 

tetapi juga meningkatkan kualitas produk dan kepercayaan konsumen. 

Pendapat lain dikemukakan oleh (Thaib, 2023) yang menjelaskan 

bahwa literasi halal merupakan instrumen penting dalam membangun 

perilaku ekonomi syariah yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. 

Dalam penelitian ini, perspektif maqāṣid al-syarī‘ah digunakan 

untuk menjelaskan bahwa implementasi UU JPH tidak hanya bertujuan 

memenuhi aturan hukum negara, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan 

bagi pelaku usaha dan konsumen Muslim. 

B. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk 

Halal merupakan dasar hukum utama penyelenggaraan jaminan produk 

halal di Indonesia. Dalam undang-undang ini, Jaminan Produk Halal 

didefinisikan sebagai kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk 

yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Definisi tersebut menunjukkan 

bahwa jaminan produk halal bukan sekadar isu keagamaan, tetapi juga 

instrumen hukum negara untuk memberi kepastian kepada masyarakat 

Muslim dalam memilih dan menggunakan produk. Undang-undang ini juga 

menegaskan bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan dan 

jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan 

masyarakat.  
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Dalam konteks penelitian ini, UU JPH diposisikan sebagai variabel 

konseptual yang menjelaskan bagaimana regulasi halal diterapkan pada 

pelaku UMKM. Implementasi UU ini tidak berdiri sendiri, melainkan 

bergantung pada pemahaman pelaku usaha, kesiapan lembaga pelaksana, 

dan efektivitas dukungan pemerintah. Karena itu, kajian terhadap UU JPH 

penting untuk melihat apakah aturan normatif yang sudah ada benar-benar 

berjalan di lapangan.  

a. Pengertian dan Tujuan UU JPH 

Secara normatif, UU JPH lahir karena negara berkewajiban memberi 

perlindungan dan jaminan kehalalan produk, sementara pada saat yang sama 

produk yang beredar di masyarakat belum seluruhnya terjamin halal. 

Undang-undang ini juga menegaskan bahwa pengaturan kehalalan produk 

perlu dituangkan dalam peraturan perundang-undangan agar ada kepastian 

hukum. Tujuan penyelenggaraan JPH dalam Pasal 3 adalah memberikan 

kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk 

halal bagi masyarakat, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha 

yang memproduksi dan menjual produk halal.  

Dalam perspektif akademik, (Rismana et al., 2024) menempatkan 

sertifikasi halal sebagai instrumen perlindungan konsumen sekaligus 

perlindungan bagi UMKM karena sertifikasi halal mendorong kepercayaan 

pasar dan memperkuat posisi usaha kecil dalam ekosistem halal. 

(Hadiyanto, Madjakusumah, & Azis, 2024) juga menunjukkan bahwa 

program sertifikat halal gratis dan kolaborasi dengan BPJPH berdampak 
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positif pada jumlah produk bersertifikat halal di Jawa Barat, meskipun 

masih ada tantangan sosialisasi dan dukungan teknis. Sementara itu, 

(Harahap & Zulvianti, 2024) menegaskan bahwa sertifikasi halal memiliki 

dampak terhadap daya saing UMKM, tetapi hambatan biaya, prosedur 

administrasi, dan pemahaman pelaku usaha masih menonjol.  

Dari tiga pandangan tersebut, terlihat bahwa tujuan UU JPH tidak 

hanya berhenti pada perlindungan konsumen Muslim. Lebih dari itu, 

undang-undang ini juga mendorong legalitas usaha, peningkatan 

kepercayaan, dan penguatan daya saing produk UMKM. Maka, dalam 

penelitian ini, tujuan UU JPH dapat dipahami sebagai dasar konseptual 

untuk menilai sejauh mana pelaku UMKM mengetahui fungsi sertifikasi 

halal dan merespons kewajiban tersebut dalam praktik usaha.  

b. Kedudukan BPJPH 

Dalam UU JPH, BPJPH dibentuk oleh pemerintah untuk 

menyelenggarakan Jaminan Produk Halal. Pasal 5 menegaskan bahwa 

pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan JPH dan 

pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri, sedangkan BPJPH dibentuk 

sebagai lembaga yang bertanggung jawab kepada Menteri. UU ini juga 

memberi kewenangan kepada BPJPH untuk merumuskan kebijakan, 

menetapkan norma dan standar, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal, 

melakukan sosialisasi, akreditasi LPH, registrasi auditor halal, pengawasan 

JPH, serta kerja sama dengan lembaga terkait. BPJPH juga bekerja sama 

dengan kementerian/lembaga, LPH, dan MUI dalam pelaksanaan tugasnya.  
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Secara kelembagaan, BPJPH saat ini diposisikan sebagai Lembaga 

Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada 

Presiden Republik Indonesia. BPJPH menyebut bahwa kedudukan ini 

berlaku berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 dan 

menjadikan BPJPH sebagai otoritas utama dalam penyelenggaraan jaminan 

produk halal di Indonesia sesuai amanat UU JPH. Perubahan kedudukan ini 

menunjukkan penguatan institusional dalam penyelenggaraan halal secara 

nasional.  

Dalam perspektif implementasi kebijakan, kedudukan BPJPH 

penting karena lembaga ini menjadi pusat koordinasi antara regulasi, 

sertifikasi, edukasi, dan pengawasan. (Hadiyanto, Madjakusumah, & Azis, 

2024) menunjukkan bahwa keberhasilan program sertifikat halal gratis 

sangat dipengaruhi oleh kolaborasi BPJPH dengan pelaku UMKM, LPPOM 

MUI, dan konsumen. Temuan ini memperlihatkan bahwa kedudukan 

BPJPH bukan hanya administratif, tetapi juga strategis dalam membangun 

kepercayaan dan akses sertifikasi halal.  

c. Kewajiban Sertifikasi Halal 

Pasal 4 UU JPH menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, 

dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. 

Ketentuan ini menegaskan sifat mandat hukum dari sertifikasi halal. Dengan 

kata lain, sertifikasi halal bukan lagi pilihan sukarela, melainkan kewajiban 

regulatif bagi produk yang termasuk dalam cakupan UU. UU ini juga 

mengatur bahwa pelaku usaha yang mengajukan sertifikat halal wajib 
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memberi informasi benar dan jujur, memisahkan lokasi dan alat produksi 

halal dan tidak halal, memiliki penyelia halal, serta melaporkan perubahan 

bahan kepada BPJPH. Setelah memperoleh sertifikat halal, pelaku usaha 

wajib mencantumkan label halal, menjaga kehalalan produk, memisahkan 

sarana produksi, memperbarui sertifikat jika masa berlaku berakhir, dan 

tetap melaporkan perubahan bahan.  

PP No. 39 Tahun 2021 memperjelas pelaksanaan kewajiban ini 

dengan mengatur penyelenggaraan JPH, pemisahan lokasi dan alat proses 

produk halal, tata cara pengajuan sertifikat halal, kemudahan sertifikasi bagi 

pelaku usaha mikro dan kecil, dan pengawasan JPH oleh BPJPH. Regulasi 

pelaksana ini penting karena menunjukkan bahwa kewajiban sertifikasi 

halal juga diimbangi dengan kemudahan prosedural, terutama bagi UMKM.  

Dalam kajian empiris, kewajiban sertifikasi halal sering dipahami 

sebagai bentuk perlindungan konsumen dan alat peningkatan mutu produk. 

(Rismana et al., 2024) menegaskan bahwa sertifikasi halal membantu 

melindungi konsumen dan UMKM sekaligus memperkuat kepercayaan 

publik. (Harahap & Zulvianti, 2024) juga menunjukkan bahwa kewajiban 

sertifikasi halal berhubungan dengan peningkatan daya saing, tetapi pelaku 

UMKM masih menghadapi hambatan biaya, administrasi, dan pemahaman 

proses. Hal ini menandakan bahwa kewajiban hukum perlu didukung oleh 

literasi dan pendampingan yang memadai.  
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d. Implementasi Regulasi Halal pada UMKM 

Implementasi regulasi halal pada UMKM merupakan proses 

penerapan UU JPH dalam kegiatan usaha sehari-hari. Pada level ini, yang 

diuji bukan hanya isi regulasi, tetapi juga sejauh mana pelaku UMKM 

memahami, menerima, dan menjalankan kewajiban sertifikasi halal. Secara 

empiris, keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh sosialisasi, 

pendampingan, dukungan teknis, dan kesiapan administratif pelaku usaha.  

(Hadiyanto, Madjakusumah, & Azis, 2024) menemukan bahwa 

kolaborasi program SEHATI dan BPJPH mampu meningkatkan jumlah 

produk bersertifikat halal di Jawa Barat, namun tetap membutuhkan edukasi 

yang lebih kuat, penyederhanaan birokrasi, dan dukungan teknis serta 

finansial. (Harahap & Zulvianti, 2024) menemukan hambatan yang serupa 

di Padangsidimpuan, terutama biaya yang relatif tinggi, prosedur 

administratif yang rumit, dan kurangnya pemahaman pelaku usaha. (Sari et 

al., 2026) juga menunjukkan bahwa pasca perubahan ketentuan sertifikat 

halal, pengawasan menjadi sangat penting karena pengawasan lapangan 

terhadap UMKM masih cenderung reaktif dan belum merata.  

(Fitria et al., 2025) menegaskan bahwa implementasi sertifikasi 

halal pada UMKM berperan dalam membangun kepercayaan konsumen. 

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Rismana et al., 2024), yang 

menempatkan sertifikasi halal sebagai upaya perlindungan terhadap 

konsumen dan UMKM. Artinya, implementasi regulasi halal pada UMKM 
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tidak hanya menyangkut kepatuhan hukum, tetapi juga menyangkut kualitas 

hubungan antara usaha dan konsumen.  

Dalam penelitian ini, implementasi regulasi halal pada UMKM 

dipahami sebagai sejauh mana pelaku usaha di Kecamatan Sungai Bungkal 

mengenal kewajiban sertifikasi halal, memanfaatkan program kemudahan 

yang tersedia, dan menghadapi hambatan dalam proses pengajuannya. 

Dengan kata lain, implementasi tidak hanya diukur dari ada atau tidaknya 

sertifikat halal, tetapi juga dari proses sosial, hukum, dan administratif yang 

melatarbelakanginya.  

e. Pasal Pasal yang Relevan 

 Dalam penelitian ini, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 

tentang Jaminan Produk Halal tidak dibahas secara keseluruhan, tetapi 

hanya difokuskan pada beberapa pasal yang berkaitan langsung dengan 

implementasi sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Kecamatan Sungai 

Bungkal, yaitu Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 24, dan Pasal 25. 

Pasal 3 menjelaskan tujuan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, yaitu 

memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian terhadap produk halal 

bagi masyarakat serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha. Pasal 

ini digunakan untuk melihat manfaat sertifikasi halal bagi konsumen dan 

pelaku UMKM. 

Selanjutnya, Pasal 4 menyatakan bahwa setiap produk yang masuk, 

beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. 
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Pasal ini menjadi fokus utama dalam penelitian karena berkaitan langsung 

dengan kewajiban pelaku UMKM untuk memiliki sertifikat halal. 

Kemudian, Pasal 5 dan Pasal 6 mengatur tanggung jawab pemerintah dan 

peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam 

melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal. Kedua pasal ini 

digunakan untuk menganalisis peran BPJPH, Kementerian Agama, dan 

pendamping halal dalam memberikan sosialisasi serta pendampingan 

kepada pelaku UMKM. 

Selain itu, Pasal 24 mengatur kewajiban pelaku usaha pada saat 

mengajukan sertifikat halal, seperti memberikan informasi yang benar, 

memisahkan alat dan tempat produksi halal dan nonhalal, memiliki penyelia 

halal, serta melaporkan perubahan bahan kepada BPJPH. Pasal ini 

digunakan untuk melihat sejauh mana kesiapan pelaku UMKM dalam 

memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Sementara itu, Pasal 25 mengatur 

kewajiban pelaku usaha setelah memperoleh sertifikat halal, seperti 

mencantumkan label halal, menjaga kehalalan produk, serta memperbarui 

sertifikat halal apabila masa berlakunya berakhir. Oleh karena itu, pasal ini 

digunakan untuk menganalisis tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam 

mempertahankan kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal. 

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada implementasi beberapa 

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang berkaitan 

dengan kewajiban sertifikasi halal, peran pemerintah, dan kepatuhan pelaku 

UMKM dalam menjalankan ketentuan tersebut. 
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C. Fatwa MUI dan Kodifikasi Hukum Islam 

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan kodifikasi hukum Islam 

merupakan bagian penting dalam sistem jaminan produk halal di Indonesia. 

Dalam konteks penelitian ini, fatwa MUI dan kodifikasi hukum Islam 

digunakan sebagai dasar teoritis untuk menjelaskan bagaimana hukum 

Islam bertransformasi menjadi regulasi halal modern melalui proses 

institusionalisasi dan legalisasi negara. Kehadiran fatwa halal, peran 

LPPOM MUI, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 

menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi halal di Indonesia tidak hanya 

bersifat administratif, tetapi juga memiliki legitimasi syariah yang kuat. 

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan grand theory legal 

institutionalization theory atau teori institusionalisasi hukum Islam. Teori 

ini menjelaskan bahwa norma-norma fikih yang sebelumnya bersifat 

individual dan moral kemudian dikodifikasi menjadi aturan formal negara 

melalui lembaga resmi seperti MUI dan BPJPH. Dalam konteks halal, 

proses tersebut terlihat dari transformasi fatwa kehalalan menjadi sertifikat 

halal yang memiliki kekuatan hukum administratif. 

Menurut (Friedman, 1975), keberhasilan suatu sistem hukum 

dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (legal structure), 

substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). 

Dalam sistem halal Indonesia, struktur hukum diwujudkan melalui BPJPH, 

MUI, dan LPPOM MUI. Substansi hukumnya diwujudkan dalam UU JPH 
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dan fatwa halal. Sedangkan budaya hukum berkaitan dengan kesadaran 

masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya produk halal. 

Dalam perspektif hukum Islam, fatwa merupakan hasil ijtihad ulama 

dalam menjawab persoalan hukum yang berkembang di masyarakat. 

Menurut Wahbah Zuhaili, fatwa memiliki fungsi memberikan kepastian 

hukum syariah terhadap persoalan yang belum diatur secara eksplisit dalam 

Al-Qur’an dan Hadis. Dalam konteks produk halal modern, fatwa menjadi 

instrumen penting untuk menentukan status halal suatu produk berdasarkan 

kajian fikih dan kajian ilmiah. 

Menurut (Adha, 2025), sistem halal Indonesia merupakan bentuk 

harmonisasi antara hukum Islam dan hukum negara. Sertifikasi halal tidak 

hanya berlandaskan fatwa ulama, tetapi juga dilegitimasi melalui regulasi 

nasional sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 

Pendapat lain dikemukakan oleh (Japar et al., 2024) yang 

menyatakan bahwa keberadaan fatwa halal MUI menjadi dasar utama dalam 

menjaga kepercayaan masyarakat Muslim terhadap sistem jaminan produk 

halal di Indonesia. 

Menurut (Adha, 2025), kodifikasi hukum Islam melalui KHES dan 

regulasi halal menunjukkan perkembangan hukum Islam modern yang lebih 

adaptif terhadap kebutuhan ekonomi kontemporer. 

Sementara itu, menurut (Yunus, 2024), sistem hukum halal 

Indonesia merupakan hasil sinergi antara fikih klasik, fatwa ulama, dan 
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regulasi negara modern yang saling melengkapi dalam membangun 

kepastian hukum halal. 

Dalam penelitian ini, fatwa MUI dan kodifikasi hukum Islam 

diposisikan sebagai dasar konseptual untuk memahami hubungan antara 

hukum Islam dan implementasi regulasi halal pada pelaku UMKM di 

Kecamatan Sungai Bungkal. 

a. Kedudukan Fatwa MUI 

Fatwa MUI memiliki kedudukan penting dalam sistem jaminan 

produk halal di Indonesia. Fatwa halal menjadi dasar penetapan status halal 

suatu produk sebelum diterbitkan sertifikat halal oleh BPJPH. 

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, penetapan 

kehalalan produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal 

berdasarkan hasil pemeriksaan LPH. Dengan demikian, fatwa halal MUI 

memiliki posisi sentral dalam proses sertifikasi halal nasional. 

Menurut (Thohari, 2023), fatwa merupakan penjelasan hukum 

syariah yang diberikan oleh ulama terhadap suatu persoalan berdasarkan 

dalil Al-Qur’an, Hadis, ijma’, dan qiyas. Fatwa berfungsi memberikan 

kepastian hukum bagi masyarakat Muslim. 

Menurut (Bustamam, 2025) , fatwa halal MUI memiliki kekuatan 

moral dan sosial yang sangat besar di Indonesia karena masyarakat Muslim 

menjadikan MUI sebagai otoritas keagamaan yang dipercaya dalam 

menentukan status halal produk. 
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Pendapat lain dikemukakan oleh (Amin, 2017) yang menjelaskan 

bahwa fatwa halal MUI berperan sebagai penghubung antara prinsip fikih 

klasik dengan kebutuhan industri modern. Banyak persoalan halal 

kontemporer seperti bahan tambahan pangan, kosmetik, dan produk olahan 

modern membutuhkan kajian fikih yang mendalam sebelum diputuskan 

status kehalalannya. 

Menurut (Lubis et al., 2025), fatwa halal MUI tidak hanya berfungsi 

sebagai legitimasi syariah, tetapi juga menjadi dasar perlindungan 

konsumen Muslim dalam sistem perdagangan modern. 

Sementara itu, menurut (Kristin et al., 2024), keberadaan fatwa halal 

meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM karena 

produk yang telah memperoleh fatwa halal dianggap lebih aman dan sesuai 

syariat. 

Dalam penelitian ini, kedudukan fatwa MUI dianalisis untuk melihat 

sejauh mana pelaku UMKM memahami pentingnya fatwa halal sebagai 

dasar sertifikasi halal. 

b. Peran LPPOM MUI 

LPPOM MUI atau Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan 

Kosmetika Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga yang memiliki 

peran penting dalam proses pemeriksaan halal sebelum lahirnya BPJPH. 

Menurut (Chairunnisyah, 2017), lembaga ini bertugas melakukan 

audit, penelitian, dan pengkajian terhadap bahan baku, proses produksi, 
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serta sistem jaminan halal suatu produk sebelum diajukan ke sidang fatwa 

halal MUI. 

Menurut (Khairuddin & Zaki, 2021), LPPOM MUI memiliki 

kontribusi besar dalam membangun sistem halal nasional karena selama 

bertahun-tahun menjadi pelaksana utama sertifikasi halal di Indonesia 

sebelum kewenangan administrasi berpindah ke BPJPH. 

Menurut (Japar et al., 2024), keberadaan LPPOM MUI membantu 

memastikan bahwa proses sertifikasi halal tidak hanya berdasarkan aspek 

administratif, tetapi juga melalui kajian ilmiah dan laboratorium. 

Pendapat lain dikemukakan oleh (Malik et al., 2025) yang 

menyatakan bahwa LPPOM MUI memiliki fungsi penting dalam menjaga 

standar halal produk, terutama pada industri makanan dan minuman yang 

memiliki bahan baku kompleks. 

Menurut (Hadiyanto, Madjakusumah, Azis, et al., 2024), sinergi 

antara BPJPH, LPH, dan LPPOM MUI menjadi faktor penting dalam 

meningkatkan efektivitas implementasi sertifikasi halal nasional. 

Dalam penelitian ini, peran LPPOM MUI berkaitan dengan proses 

pengawasan dan pemeriksaan halal yang menjadi bagian penting dalam 

implementasi regulasi halal pada UMKM. 

c. KHES sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah 
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Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan bentuk 

kodifikasi hukum Islam di bidang ekonomi syariah yang digunakan sebagai 

pedoman penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. 

Menurut (Dawam, 2026), KHES disusun untuk memberikan 

kepastian hukum dalam praktik ekonomi syariah yang terus berkembang di 

masyarakat. 

Menurut (Musaiyana et al., 2025), KHES merupakan bentuk 

modernisasi hukum Islam melalui proses kodifikasi sehingga hukum Islam 

dapat diterapkan secara lebih sistematis dalam sistem hukum nasional. 

Menurut (Putra & Yadi, 2025), KHES berfungsi sebagai sumber 

hukum formal yang memperkuat penerapan prinsip-prinsip syariah dalam 

aktivitas ekonomi, termasuk transaksi perdagangan halal. 

Pendapat lain dikemukakan oleh(Fitri, 2025) yang menjelaskan 

bahwa KHES menjadi dasar penting dalam pengembangan regulasi 

ekonomi syariah karena memuat prinsip keadilan, kejujuran, perlindungan 

konsumen, dan tanggung jawab pelaku usaha. 

Menurut (Wardani, 2025), hubungan KHES dengan regulasi halal 

terlihat pada penerapan prinsip perlindungan konsumen dan kewajiban 

menjaga kehalalan produk dalam kegiatan usaha. 

Dalam penelitian ini, KHES digunakan sebagai dasar teoritis untuk 

menjelaskan bahwa implementasi sertifikasi halal juga berkaitan dengan 

prinsip hukum ekonomi syariah yang telah dikodifikasi secara formal. 
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d. Hubungan Fikih dan Regulasi Halal Modern 

Regulasi halal modern pada dasarnya merupakan hasil 

perkembangan fikih kontemporer yang disesuaikan dengan kebutuhan 

masyarakat modern dan sistem hukum negara. 

Menurut (Auda, 2008), hukum Islam harus dipahami secara dinamis 

melalui pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah agar mampu menjawab persoalan 

modern, termasuk regulasi halal industri modern. 

Menurut (Kamali, 2008), regulasi halal modern merupakan bentuk 

ijtihad kolektif yang mengintegrasikan prinsip syariah dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Menurut (Anita & bin Sapa, 2025), sistem sertifikasi halal di 

Indonesia menunjukkan adanya sinergi antara fikih klasik dan legalisasi 

hukum modern melalui regulasi negara. 

Pendapat lain dikemukakan oleh (Miswanto et al., 2025)yang 

menjelaskan bahwa regulasi halal modern lahir karena perkembangan 

industri pangan, kosmetik, dan farmasi membutuhkan standar halal yang 

lebih sistematis dan ilmiah. 

Menurut (Hafid et al., 2025),  hubungan fikih dan regulasi halal 

modern terlihat pada proses transformasi fatwa ke dalam sistem hukum 

administratif negara melalui BPJPH dan sertifikasi halal nasional. 
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Dalam penelitian ini, hubungan fikih dan regulasi halal modern 

digunakan untuk menjelaskan bahwa implementasi UU JPH merupakan 

bentuk aktualisasi nilai-nilai hukum Islam dalam sistem hukum nasional 

Indonesia. 
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BAB III 

GAMBARAN LOKASI DAN DESKRIPSI KASUS 

A. Profil Kecamatan Sungai Bungkal 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sungai Bungkal, Kota 

Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Kecamatan Sungai Bungkal merupakan 

salah satu kecamatan yang berada di wilayah administratif Kota Sungai 

Penuh dan memiliki perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat yang 

cukup aktif, terutama pada sektor perdagangan dan usaha mikro kecil 

menengah (UMKM) (BPS Kota Sungai Penuh, 2025). 

Kecamatan Sungai Bungkal dipilih sebagai lokasi penelitian karena 

banyak pelaku usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman yang 

berkaitan langsung dengan implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU RI No. 33 Tahun 2014). 

Selain itu, mayoritas masyarakat di Kecamatan Sungai Bungkal 

beragama Islam sehingga persoalan halal menjadi bagian penting dalam 

aktivitas ekonomi dan pola konsumsi masyarakat sehari-hari (BPS Kota 

Sungai Penuh, 2025). 

Secara administratif, Kecamatan Sungai Bungkal memiliki luas 

wilayah sekitar ±95,10 km² dan terdiri dari beberapa desa serta kelurahan 

yang memiliki aktivitas perdagangan masyarakat cukup berkembang (BPS 

Kota Sungai Penuh, 2025). 
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Adapun batas wilayah Kecamatan Sungai Bungkal adalah sebagai berikut: 

No Batas Wilayah Keterangan 

1 Sebelah Utara Kecamatan Sungai Penuh 

2 Sebelah Selatan Kecamatan Hamparan Rawang 

3 Sebelah Timur Kabupaten Kerinci 

4 Sebelah Barat Kecamatan Kumun Debai 

Tabel 3.1. Daftar Batas Wilayah Kecamatan Sungai Bungkal 

Letak geografis yang cukup strategis menyebabkan aktivitas 

perdagangan masyarakat berkembang cukup pesat, terutama pada sektor 

makanan dan minuman (BPS Kota Sungai Penuh, 2025). 

B. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat 

Kondisi sosial masyarakat Kecamatan Sungai Bungkal masih 

dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan keagamaan yang cukup kuat. 

Mayoritas masyarakat beragama Islam sehingga persoalan halal dan haram 

dalam makanan menjadi perhatian penting dalam kehidupan sehari-hari 

(Kementerian Agama Kota Sungai Penuh, 2025). 

Dalam aktivitas sosial masyarakat, nilai-nilai religius masih terlihat 

cukup kuat, baik dalam pola konsumsi maupun aktivitas perdagangan 

masyarakat. Sebagian besar masyarakat lebih percaya terhadap produk yang 

telah memiliki label halal karena dianggap lebih aman dan sesuai dengan 

syariat Islam. 
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Dari sisi ekonomi, masyarakat Kecamatan Sungai Bungkal sebagian 

besar bekerja pada sektor perdagangan, pertanian, jasa, dan usaha mikro 

kecil menengah (BPS Kota Sungai Penuh, 2025). 

UMKM menjadi salah satu sektor ekonomi yang cukup dominan 

karena mampu menjadi sumber penghasilan utama masyarakat dan 

membantu meningkatkan perekonomian keluarga. 

Jenis usaha yang paling banyak ditemukan di Kecamatan Sungai 

Bungkal antara lain: 

• Warung makan 

• Kuliner tradisional 

• Makanan ringan 

• Toko kebutuhan harian 

• Produk olahan rumah tangga 

• Usaha kue dan jajanan pasar 

Sebagian besar usaha tersebut masih dikelola secara sederhana oleh 

keluarga dengan modal usaha yang relatif kecil (Hasil Observasi Peneliti, 

2026). 

Namun demikian, sebagian besar pelaku UMKM masih menghadapi 

berbagai keterbatasan seperti keterbatasan modal usaha, administrasi usaha 

yang belum tertata, rendahnya legalitas usaha, dan kurangnya pemahaman 

mengenai sertifikasi halal. 
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C. Gambaran UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal 

UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal mayoritas bergerak pada 

sektor makanan dan minuman. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, 

sebagian besar usaha masih berada pada kategori usaha mikro dan kecil 

dengan sistem pengelolaan usaha yang sederhana (Hasil Observasi Peneliti, 

2026). 

Sebagian besar pelaku usaha menjalankan usaha dari rumah dan 

menggunakan tenaga kerja keluarga. Produk yang dijual umumnya berupa 

makanan tradisional, makanan ringan, minuman rumahan, dan produk 

olahan sederhana (Hasil Wawancara Awal, 2026). 

Karakteristik umum UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

No. Karakteristik UMKM Keterangan 

1. Skala usaha Mikro dan kecil 

2. Modal usaha Relatif terbatas 

3. Pengelolaan usaha Masih sederhana 

4. Administrasi usaha Belum tertata optimal 

5. Legalitas usaha Sebagian belum lengkap 

6. Sertifikasi halal Sebagian besar belum memiliki 

7. Jenis usaha dominan Kuliner dan makanan 

 

Tabel 3.2. Daftar Karakteristik umum UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal 

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, sebagian pelaku UMKM 

sebenarnya telah mengetahui pentingnya sertifikasi halal. Akan tetapi, 

masih banyak pelaku usaha yang belum memahami secara rinci prosedur 
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pengajuan sertifikasi halal maupun ketentuan yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. 

Selain itu, sebagian pelaku usaha masih beranggapan bahwa produk 

mereka otomatis halal karena diproduksi oleh masyarakat Muslim dan 

menggunakan bahan yang dianggap aman. 

D. Data Jumlah UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal 

Jumlah UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal tersebar di beberapa 

desa dan kelurahan dengan jenis usaha yang didominasi oleh sektor 

makanan dan minuman (BPS Kota Sungai Penuh, 2025). 

Tabel Jumlah UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal 

No Desa/Kelurahan Jenis UMKM Dominan 
Jumlah 

UMKM  

1 Koto Tinggi Kuliner dan perdagangan 95 UMKM 

2 Dusun Baru Makanan dan Produk Rumahan 70 UMKM 

3 Sungai Ning 
Kuliner dan Produk olahan rumah 

tangga 
55 UMKM 

4 Talang Lindung Makanan dan Produk Rumahan 60 UMKM 

5 Pelayang Raya Kuliner dan Produk Rumahan 50 UMKM 

6 Sumur Anyir  Produk rumahan dan makanan 40 UMKM 

 Jumlah Total  370 UMKM 

Tabel 3.3. Daftar Tabel Jumlah UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal  

 

Berdasarkan tabel tersebut, wilayah Koto Tinggi memiliki jumlah 

UMKM paling banyak dibandingkan wilayah lainnya karena wilayah 

tersebut menjadi pusat aktivitas perdagangan masyarakat Kecamatan 

Sungai Bungkal (BPS Kota Sungai Penuh, 2025). 
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Sementara itu, desa lainnya juga memiliki perkembangan UMKM 

yang cukup aktif, terutama usaha kuliner dan makanan rumahan yang 

berkaitan langsung dengan implementasi sertifikasi halal (Hasil Observasi 

Peneliti, 2026). 

E. Informan Penelitian 

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive 

sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu 

sesuai kebutuhan penelitian (Sugiyono, 2022). 

Teknik ini digunakan karena penelitian kualitatif membutuhkan 

informan yang benar-benar memahami fenomena yang diteliti dan mampu 

memberikan informasi secara mendalam terkait implementasi Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pelaku 

UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal. 

Jumlah informan dalam penelitian ini terdiri dari 6 orang. 

Tabel Informan Penelitian 

No Jenis Informan Jumlah Alasan Pemilihan 

1 
Pelaku UMKM yang telah memiliki 

sertifikat halal 
3 orang 

Memahami proses 

sertifikasi halal 

2 
Pelaku UMKM yang belum 

memiliki sertifikat halal 
2 orang 

Mengetahui hambatan 

implementasi halal 

3 
Penyuluh/Pendamping halal 

kecamatan 
1 orang 

Memahami mekanisme 

dan sosialisasi halal 

 Jumlah Total 6orang  

Tabel 3.3.  Daftar tabel informan penelitian 
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Pelaku UMKM yang telah memiliki sertifikat halal dipilih karena 

dianggap memahami secara langsung proses pengajuan sertifikasi halal dan 

implementasi regulasi halal dalam kegiatan usaha mereka (Hasil Wawancara 

Awal, 2026). 

Informan ini dipilih untuk memperoleh informasi mengenai proses 

pengurusan sertifikat halal, persyaratan administrasi halal, manfaat 

sertifikasi halal terhadap usaha, dan kendala selama proses pengajuan halal. 

Sementara itu, pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal 

dipilih untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pelaku usaha 

belum mengurus sertifikasi halal. 

Informasi dari kelompok ini penting karena dapat membantu peneliti 

memahami hambatan implementasi regulasi halal pada tingkat UMKM, 

seperti rendahnya literasi halal, keterbatasan biaya, dan kurangnya 

pemahaman terhadap prosedur sertifikasi halal. 

Selain itu, penelitian ini juga melibatkan satu orang penyuluh atau 

pendamping halal kecamatan yang memahami mekanisme sertifikasi halal 

dan program pendampingan halal bagi UMKM . 

Informan ini dipilih karena dianggap memahami proses sertifikasi 

halal, tingkat kesadaran pelaku usaha, serta kendala implementasi halal 

yang terjadi di lapangan. 
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F. Deskripsi Kasus Penelitian 

Penelitian ini membahas implementasi Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pelaku UMKM di 

Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh. Fokus utama penelitian 

diarahkan pada tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban 

sertifikasi halal, implementasi regulasi halal dalam kegiatan usaha, serta 

berbagai kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam proses pengurusan 

sertifikasi halal. 

Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih 

banyaknya pelaku UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal yang belum 

memiliki sertifikat halal meskipun regulasi mengenai kewajiban sertifikasi 

halal telah diberlakukan secara nasional melalui Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. 

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, sebagian besar UMKM di 

wilayah penelitian bergerak pada bidang makanan dan minuman yang 

secara langsung berkaitan dengan kewajiban sertifikasi halal. Namun, 

implementasi regulasi halal di lapangan masih belum berjalan secara 

optimal (Hasil Observasi Peneliti, 2026). 

Sebagian pelaku usaha sebenarnya telah mengetahui adanya 

sertifikasi halal, tetapi pemahaman mereka masih terbatas pada label halal 

sebagai simbol keagamaan semata. Banyak pelaku usaha yang belum 

memahami bahwa sertifikasi halal juga merupakan bentuk perlindungan 
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konsumen dan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha 

makanan dan minuman. 

Selain itu, sebagian pelaku UMKM masih memiliki pemahaman 

bahwa produk mereka otomatis halal karena diproduksi oleh masyarakat 

Muslim dan menggunakan bahan yang dianggap aman dan tidak 

mengandung unsur haram. Pemahaman tersebut menyebabkan sebagian 

pelaku usaha merasa belum perlu mengurus sertifikasi halal secara resmi. 

Berdasarkan hasil wawancara awal, terdapat pelaku usaha yang 

mengaku belum memahami secara rinci prosedur pengajuan sertifikasi 

halal, mulai dari persyaratan administrasi, pendaftaran melalui sistem 

digital, penggunaan mekanisme self declare, hingga proses pemeriksaan 

halal oleh pendamping halal dan lembaga terkait (Hasil Wawancara Awal, 

2026). 

Sebagian pelaku usaha juga menyampaikan bahwa mereka masih 

merasa kesulitan dalam menyiapkan dokumen administrasi usaha karena 

usaha yang dijalankan masih bersifat sederhana dan dikelola secara 

keluarga. Banyak UMKM yang belum memiliki dokumen usaha lengkap, 

pencatatan bahan baku, maupun administrasi produksi yang tertata dengan 

baik. 

Masalah lain yang ditemukan di lapangan adalah adanya anggapan 

bahwa proses pengurusan sertifikat halal membutuhkan biaya yang besar 

dan proses yang rumit. Meskipun pemerintah telah menyediakan program 
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sertifikasi halal gratis bagi usaha mikro dan kecil, masih banyak pelaku 

usaha yang belum mengetahui informasi tersebut secara menyeluruh. 

Kurangnya sosialisasi mengenai regulasi halal juga menjadi salah 

satu faktor yang mempengaruhi rendahnya implementasi sertifikasi halal 

pada UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal. Berdasarkan hasil observasi 

peneliti, tidak semua pelaku usaha pernah mengikuti sosialisasi halal 

maupun memperoleh pendampingan secara langsung terkait mekanisme 

pengajuan sertifikasi halal (Hasil Observasi Peneliti, 2026). 

Selain persoalan literasi halal, kondisi ekonomi pelaku usaha juga 

mempengaruhi implementasi regulasi halal. Sebagian besar UMKM di 

wilayah penelitian masih berada pada kategori usaha mikro dengan modal 

usaha yang terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pelaku usaha 

lebih fokus mempertahankan keberlangsungan usaha dibandingkan 

mengurus legalitas usaha, termasuk sertifikasi halal. 

Di sisi lain, terdapat pula pelaku UMKM yang telah berhasil 

memperoleh sertifikat halal. Pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat 

halal menyampaikan bahwa sertifikasi halal memberikan dampak positif 

terhadap usaha mereka, seperti meningkatnya kepercayaan konsumen, 

meningkatnya kualitas pengelolaan usaha, serta bertambahnya peluang 

pemasaran produk. 

Pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal juga cenderung 

lebih memahami pentingnya menjaga kebersihan proses produksi, 
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penggunaan bahan baku yang jelas, serta pentingnya administrasi usaha 

dalam mendukung keberlangsungan usaha mereka. 

Berdasarkan kondisi tersebut, terlihat bahwa implementasi regulasi 

halal pada UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal masih menghadapi 

berbagai tantangan, baik dari sisi pemahaman hukum, kesiapan administrasi 

usaha, kondisi ekonomi pelaku usaha, maupun efektivitas sosialisasi dan 

pendampingan halal. 

Fenomena ini menjadi penting untuk diteliti karena implementasi 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tidak 

hanya berkaitan dengan kepatuhan hukum, tetapi juga berkaitan dengan 

perlindungan konsumen Muslim, peningkatan kualitas produk UMKM, dan 

penguatan daya saing usaha di tengah perkembangan industri halal nasional. 

Selain itu, penelitian ini juga penting dilakukan karena UMKM 

memiliki peran besar dalam perekonomian masyarakat Kecamatan Sungai 

Bungkal. Jika implementasi sertifikasi halal berjalan dengan baik, maka hal 

tersebut dapat membantu meningkatkan kualitas usaha masyarakat 

sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk lokal. 

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa implementasi regulasi halal 

pada UMKM tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan aturan hukum, tetapi 

juga dipengaruhi oleh tingkat literasi halal, kondisi ekonomi masyarakat, 

kesiapan administrasi usaha, kesadaran hukum pelaku usaha, serta 

efektivitas sosialisasi pemerintah dan lembaga terkait. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada 

pelaku UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal serta untuk mengetahui 

hambatan yang dihadapi pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban 

sertifikasi halal. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, 

observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap pelaku usaha yang telah 

memiliki sertifikat halal maupun yang belum memiliki sertifikat halal, serta 

pendamping proses produk halal di wilayah penelitian. 

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa implementasi 

regulasi halal di Kecamatan Sungai Bungkal telah mulai berjalan, tetapi 

belum terlaksana secara optimal dan merata pada seluruh pelaku UMKM. 

Pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal menunjukkan tingkat 

pemahaman, kesadaran, dan penerapan standar halal yang lebih baik 

dibandingkan pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal. 

Sebaliknya, pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal masih 

mengalami keterbatasan pengetahuan mengenai prosedur pengurusan 

sertifikat halal, kurangnya akses informasi, serta kendala administratif dan 

ekonomi. 
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Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi regulasi 

halal pada pelaku UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal tidak hanya 

dipengaruhi oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh 

tingkat literasi halal, efektivitas sosialisasi, keberadaan pendamping halal, 

kondisi ekonomi pelaku usaha, serta budaya hukum masyarakat setempat. 

Dengan demikian, implementasi UU JPH dalam penelitian ini dianalisis 

melalui dua fokus utama sesuai rumusan masalah penelitian, yaitu 

implementasi regulasi halal pada pelaku UMKM dan hambatan yang 

dihadapi dalam pelaksanaannya. 

B. Implementasi UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 

pada Pelaku UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal 

Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang 

Jaminan Produk Halal pada pelaku UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal 

pada dasarnya sudah mulai terlaksana. Hal ini terlihat dari mulai 

meningkatnya kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi 

halal, adanya pelaku usaha yang telah mengurus sertifikat halal, serta 

meningkatnya perhatian pelaku usaha terhadap standar halal dalam kegiatan 

produksi dan pemasaran produk mereka. Namun demikian, implementasi 

tersebut masih belum berjalan secara optimal karena belum seluruh pelaku 

usaha memahami dan melaksanakan kewajiban sertifikasi halal secara 

menyeluruh. 
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Secara umum, implementasi regulasi halal dalam penelitian ini 

dianalisis melalui tiga aspek utama, yaitu aspek pengetahuan (kognitif), 

aspek sikap (afektif), dan aspek tindakan nyata (psikomotorik). Ketiga 

aspek tersebut digunakan untuk melihat sejauh mana pelaku usaha 

memahami, menerima, dan menerapkan ketentuan halal dalam kegiatan 

usahanya sehari-hari. 

1. Implementasi pada Aspek Pengetahuan (Kognitif) 

Pada aspek pengetahuan, hasil penelitian menunjukkan bahwa 

tingkat pemahaman pelaku UMKM mengenai sertifikasi halal masih 

berbeda-beda. Pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal umumnya 

memiliki pemahaman yang lebih baik dibandingkan pelaku usaha yang 

belum memiliki sertifikat halal. Mereka memahami bahwa sertifikasi halal 

merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh usaha makanan 

dan minuman sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2014 tentang Jaminan Produk Halal. 

Informan Yespita Maryani menjelaskan bahwa dirinya mulai 

memahami kewajiban sertifikasi halal setelah mengikuti sosialisasi dan 

memperoleh pendampingan dari pihak terkait. Sebelum mengikuti 

sosialisasi, dirinya mengaku belum memahami secara rinci mengenai 

aturan wajib halal bagi usaha makanan. Akan tetapi, setelah memperoleh 

penjelasan dari pendamping halal, dirinya mulai memahami bahwa 
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sertifikat halal merupakan kewajiban hukum sekaligus bentuk 

perlindungan konsumen Muslim. 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Rumainah dan Azzura Melan 

Sari. Kedua informan tersebut menjelaskan bahwa mereka memperoleh 

informasi mengenai sertifikasi halal melalui sosialisasi, media sosial, dan 

pendamping halal. Mereka memahami bahwa sertifikasi halal tidak hanya 

berkaitan dengan bahan baku yang digunakan, tetapi juga menyangkut 

kebersihan alat produksi, proses pengolahan, dan keamanan produk secara 

keseluruhan. 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa pelaku 

usaha yang telah memperoleh sosialisasi dan pendampingan memiliki 

tingkat pemahaman yang lebih baik terhadap regulasi halal. Mereka tidak 

hanya memahami bahwa sertifikat halal penting, tetapi juga memahami 

bagaimana standar halal harus diterapkan dalam kegiatan produksi. 

Sebaliknya, pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal 

menunjukkan tingkat pemahaman yang masih terbatas. Mama Zahwa dan 

Fitrah mengaku hanya mengetahui bahwa usaha makanan diwajibkan 

memiliki sertifikat halal, tetapi belum memahami secara rinci prosedur 

pengajuan dan standar halal yang harus dipenuhi. Informasi yang mereka 

peroleh sebagian besar hanya berasal dari media sosial dan cerita sesama 

pelaku usaha tanpa pernah mengikuti sosialisasi halal secara langsung. 
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Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi regulasi halal di 

Kecamatan Sungai Bungkal masih menghadapi kendala pada aspek 

penyebaran informasi. Sosialisasi yang belum menjangkau seluruh pelaku 

usaha menyebabkan tingkat pemahaman pelaku UMKM menjadi tidak 

merata. Akibatnya, sebagian pelaku usaha masih memahami halal hanya 

sebagai konsep agama secara umum dan belum memahami bahwa 

sertifikasi halal merupakan kewajiban hukum yang membutuhkan proses 

administratif tertentu. 

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian pelaku 

usaha masih memiliki pemahaman tradisional mengenai konsep halal. 

Sebagian pelaku usaha menganggap bahwa produk yang diproduksi oleh 

masyarakat Muslim otomatis halal sehingga tidak perlu lagi dilakukan 

sertifikasi secara formal. Pandangan seperti ini menunjukkan bahwa 

sebagian masyarakat masih memahami halal secara normatif, tetapi belum 

memahami sistem legalitas halal modern yang diatur oleh negara. 

Jika dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George 

C. Edward III, kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek komunikasi 

dalam implementasi kebijakan halal belum berjalan secara optimal. Pelaku 

usaha yang memperoleh sosialisasi dan pendampingan memiliki 

pemahaman yang lebih baik dibandingkan pelaku usaha yang belum 

memperoleh akses informasi secara langsung. Dengan demikian, 

keberhasilan implementasi regulasi halal sangat dipengaruhi oleh 

efektivitas komunikasi kebijakan kepada kelompok sasaran. 
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2. Implementasi pada Aspek Sikap (Afektif) 

Pada aspek sikap, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian 

besar pelaku UMKM memiliki pandangan yang positif terhadap kebijakan 

sertifikasi halal. Baik pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal 

maupun yang belum memiliki sertifikat halal sama-sama menganggap 

bahwa sertifikat halal penting bagi usaha makanan dan minuman. Mereka 

menilai bahwa keberadaan sertifikat halal dapat meningkatkan kepercayaan 

konsumen, memperkuat citra usaha, dan memberikan rasa aman bagi 

masyarakat Muslim sebagai konsumen utama produk makanan di 

Kecamatan Sungai Bungkal. 

Yespita Maryani menjelaskan bahwa setelah produknya memiliki 

sertifikat halal, konsumen menjadi lebih percaya dan yakin terhadap produk 

yang dijual. Menurutnya, label halal membuat produk terlihat lebih 

profesional dan lebih mudah dipasarkan. Selain itu, dirinya merasa lebih 

percaya diri saat menawarkan produknya kepada konsumen. 

Rumainah dan Azzura Melan Sari juga menyampaikan bahwa 

sertifikat halal memberikan nilai tambah terhadap usaha mereka. Produk 

menjadi lebih dipercaya konsumen, terlihat lebih resmi, dan meningkatkan 

citra usaha di mata masyarakat. Mereka juga merasa bahwa sertifikat halal 

membantu meningkatkan daya saing usaha di tengah semakin tingginya 

perhatian masyarakat terhadap produk halal. 
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Menariknya, pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal juga 

memiliki sikap yang cukup positif terhadap kebijakan wajib halal. Mama 

Zahwa menyatakan bahwa aturan sertifikasi halal sebenarnya membantu 

usaha kecil karena dapat meningkatkan kepercayaan pembeli terhadap 

produk yang dijual. Akan tetapi, dirinya mengaku masih mengalami 

kesulitan memahami prosedur pengurusannya. 

Fitrah juga menyampaikan bahwa sertifikat halal penting bagi usaha 

makanan karena masyarakat mulai lebih memperhatikan status halal produk 

yang dibeli. Menurutnya, usaha kecil juga perlu mengikuti aturan halal agar 

lebih dipercaya oleh konsumen. Namun dirinya masih belum mengurus 

sertifikat halal karena merasa belum memahami proses pengurusannya 

secara rinci. 

Temuan tersebut menunjukkan bahwa secara afektif sebagian besar 

pelaku UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal sebenarnya sudah menerima 

dan mendukung kebijakan sertifikasi halal. Akan tetapi, kesadaran tersebut 

belum sepenuhnya diikuti oleh kemampuan teknis dan administratif dalam 

mengurus sertifikat halal. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara 

kesadaran normatif dan implementasi praktis di lapangan. 

Jika dianalisis menggunakan teori literasi halal, kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha telah memiliki kesadaran 

dan sikap positif terhadap halal, tetapi belum seluruhnya mampu 

menerapkan kewajiban halal dalam bentuk tindakan nyata. Hal ini 
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memperlihatkan bahwa literasi halal tidak hanya berkaitan dengan 

pengetahuan agama, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan administratif 

dan kesiapan usaha. 

3. Implementasi pada Aspek Tindakan Nyata (Psikomotorik) 

Pada aspek tindakan nyata, penelitian menemukan adanya perbedaan 

yang cukup jelas antara pelaku usaha yang telah bersertifikat halal dan 

pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal. 

Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal umumnya telah 

melakukan berbagai langkah penyesuaian sesuai standar halal. Langkah 

tersebut meliputi pemilihan bahan baku yang jelas kehalalannya, menjaga 

kebersihan alat produksi, melakukan pencatatan bahan baku, dan 

mencantumkan label halal pada kemasan produk. 

Yespita Maryani menjelaskan bahwa setelah memperoleh sertifikat 

halal, dirinya menjadi lebih berhati-hati dalam memilih bahan baku dan 

menjaga kebersihan proses produksi agar kualitas dan kehalalan produk 

tetap terjaga. Selain itu, dirinya juga mulai memperhatikan label halal pada 

bahan yang dibeli dan lebih disiplin dalam menjaga proses produksi. 

Rumainah dan Azzura Melan Sari juga menjelaskan bahwa mereka 

mulai melakukan pencatatan bahan baku dan proses produksi meskipun 

masih dilakukan secara sederhana. Mereka menyadari bahwa pencatatan 

tersebut penting untuk mempermudah pemeriksaan halal dan menjaga 

konsistensi bahan yang digunakan dalam produksi. Selain itu, label halal 
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telah dicantumkan pada kemasan produk agar konsumen dapat langsung 

mengetahui status kehalalan produk yang dijual. 

Berdasarkan hasil observasi, UMKM yang telah bersertifikat halal 

cenderung memiliki pengelolaan usaha yang lebih tertata dibandingkan 

pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal. Tempat produksi terlihat 

lebih bersih, penggunaan bahan baku lebih terkontrol, dan kemasan produk 

telah mencantumkan label halal secara jelas. 

Sebaliknya, pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal 

umumnya masih melakukan upaya halal secara informal. Mereka menjaga 

kebersihan tempat usaha dan memilih bahan yang dianggap aman, tetapi 

belum melakukan pengurusan sertifikat halal secara resmi. Sebagian pelaku 

usaha mengaku masih bingung mengenai prosedur pengajuan, persyaratan 

administrasi, dan proses pendaftaran online. 

Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi UU JPH pada 

tingkat tindakan nyata belum sepenuhnya merata. Pelaku usaha yang telah 

memperoleh pendampingan dan sosialisasi menunjukkan tingkat 

implementasi yang lebih baik dibandingkan pelaku usaha yang belum 

mendapatkan akses informasi yang memadai. Dengan demikian, 

keberhasilan implementasi regulasi halal sangat dipengaruhi oleh faktor 

edukasi, pendampingan, dan akses layanan sertifikasi halal. 

C.Hambatan yang Dihadapi Pelaku UMKM dalam Mengimplemtasikan 

UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kecamatan 

Sungai Bungkal  
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Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa implementasi 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada 

pelaku UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal masih menghadapi berbagai 

hambatan. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari faktor ekonomi, 

tetapi juga dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap 

prosedur sertifikasi halal, kurangnya sosialisasi dan pendampingan, 

keterbatasan administrasi dan literasi digital, persepsi mengenai biaya 

sertifikasi halal, budaya hukum masyarakat, hingga keterbatasan sumber 

daya pendamping halal di lapangan. 

Secara umum, hambatan implementasi regulasi halal dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya 

bergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga bergantung pada 

kesiapan masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan. Dalam konteks 

penelitian ini, sebagian besar pelaku UMKM sebenarnya memiliki sikap 

yang positif terhadap sertifikasi halal, namun mereka masih mengalami 

kesulitan dalam melaksanakan kewajiban tersebut secara teknis dan 

administratif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa terdapat kesenjangan 

antara kesadaran normatif dan kemampuan implementatif di lapangan. 

1. Rendahnya Pemahaman terhadap Prosedur Sertifikasi Halal 

Hambatan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah 

rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap prosedur pengurusan 

sertifikat halal. Sebagian besar pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat 
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halal mengaku belum memahami secara rinci tahapan pengajuan sertifikat 

halal, dokumen yang harus dipersiapkan, maupun proses administrasi yang 

harus dilalui. 

Mama Zahwa menjelaskan bahwa dirinya hanya mengetahui bahwa 

usaha makanan diwajibkan memiliki sertifikat halal, tetapi belum 

memahami bagaimana prosedur pengurusannya dilakukan. Dirinya juga 

mengaku belum pernah memperoleh penjelasan secara rinci mengenai 

tahapan pendaftaran sertifikat halal. Informasi yang diperoleh sebagian 

besar hanya berasal dari media sosial dan cerita sesama pelaku usaha. 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Fitrah. Informan menyatakan 

bahwa dirinya mengetahui pengurusan sertifikat halal dilakukan secara 

online, tetapi belum memahami bagaimana cara mendaftar, dokumen apa 

saja yang harus dipersiapkan, dan bagaimana proses verifikasinya 

dilakukan. Kondisi tersebut membuat dirinya merasa ragu dan takut salah 

ketika ingin mengurus sertifikat halal. 

Temuan tersebut menunjukkan bahwa masalah utama yang dihadapi 

pelaku UMKM bukan hanya kurangnya kemauan untuk mengurus sertifikat 

halal, tetapi juga kurangnya kemampuan memahami prosedur yang harus 

dijalankan. Banyak pelaku usaha sebenarnya sudah menyadari pentingnya 

sertifikasi halal, tetapi mereka belum mengetahui bagaimana langkah-

langkah praktis yang harus dilakukan untuk memperoleh sertifikat halal. 
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Jika dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George 

C. Edward III, kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek komunikasi 

kebijakan belum berjalan secara optimal. Informasi mengenai prosedur 

sertifikasi halal belum tersampaikan secara merata kepada seluruh pelaku 

usaha. Akibatnya, sebagian pelaku usaha masih mengalami kebingungan 

dan ketidakpastian dalam menjalankan proses sertifikasi halal. 

2. Kurangnya Sosialisasi dan Pendampingan Halal 

Hambatan berikutnya adalah kurangnya sosialisasi dan 

pendampingan yang menjangkau seluruh pelaku UMKM. Berdasarkan hasil 

penelitian, tidak semua pelaku usaha pernah mengikuti kegiatan sosialisasi 

halal secara langsung. Sebagian pelaku usaha hanya memperoleh informasi 

melalui media sosial atau dari sesama pelaku usaha. Kondisi ini 

menyebabkan pemahaman mereka terhadap regulasi halal menjadi tidak 

menyeluruh. 

Pendamping Proses Produk Halal dari KUA Sungai Penuh, Indra 

Mustika, S.Sy., M.H., menjelaskan bahwa program sertifikasi halal 

sebenarnya sudah mulai berjalan cukup baik melalui kegiatan sosialisasi dan 

pendampingan. Akan tetapi, implementasinya belum optimal karena masih 

banyak pelaku usaha yang belum aktif mengikuti kegiatan sosialisasi dan 

belum memahami pentingnya sertifikasi halal. 

Informan juga menjelaskan bahwa sosialisasi dilakukan melalui 

berbagai cara, seperti penyuluhan langsung, pendampingan individual, 
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kegiatan di kantor desa dan kecamatan, serta penyebaran informasi melalui 

media sosial. Namun demikian, jumlah pelaku usaha yang cukup banyak 

dan keterbatasan jumlah pendamping halal menyebabkan kegiatan 

sosialisasi belum dapat menjangkau seluruh pelaku UMKM secara 

maksimal. 

Kurangnya sosialisasi ini berdampak langsung terhadap tingkat 

pemahaman pelaku usaha. Pelaku usaha yang pernah mengikuti 

pendampingan cenderung lebih memahami prosedur sertifikasi halal 

dibandingkan pelaku usaha yang belum pernah memperoleh edukasi secara 

langsung. Dengan demikian, efektivitas implementasi regulasi halal sangat 

dipengaruhi oleh intensitas komunikasi dan pendampingan yang dilakukan 

pemerintah dan lembaga terkait. 

3. Kendala Administrasi dan Teknologi 

Selain masalah pemahaman, penelitian juga menemukan adanya 

hambatan pada aspek administrasi dan literasi digital. Sebagian besar pelaku 

UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal masih menjalankan usaha secara 

sederhana dengan sistem administrasi yang belum tertata dengan baik. 

Banyak pelaku usaha belum terbiasa melakukan pencatatan bahan baku, 

pengelolaan dokumen usaha, maupun penggunaan sistem digital dalam 

administrasi usaha. 

Kondisi ini menjadi hambatan ketika pelaku usaha harus mengurus 

sertifikat halal yang membutuhkan dokumen administrasi tertentu dan 



 

67 
 

proses pendaftaran secara online. Sebagian pelaku usaha mengaku 

mengalami kesulitan saat harus mengakses sistem digital untuk pendaftaran 

sertifikasi halal. Mereka juga merasa kesulitan menyiapkan dokumen usaha 

yang dibutuhkan dalam proses pengajuan sertifikat halal. 

Hambatan administrasi ini menunjukkan bahwa implementasi 

regulasi halal pada UMKM tidak dapat dipisahkan dari kondisi kapasitas 

usaha kecil itu sendiri. Usaha kecil yang masih dikelola secara tradisional 

akan lebih sulit menyesuaikan diri dengan sistem administrasi formal yang 

diterapkan dalam sertifikasi halal. Dengan demikian, implementasi regulasi 

halal membutuhkan pendampingan yang lebih intensif agar pelaku usaha 

kecil mampu mengikuti proses sertifikasi halal secara optimal. 

 

4. Persepsi Mengenai Biaya Sertifikasi Halal 

Hambatan lain yang cukup dominan dalam penelitian ini adalah 

persepsi bahwa pengurusan sertifikat halal membutuhkan biaya yang mahal. 

Sebagian pelaku usaha kecil menganggap bahwa pengurusan sertifikat halal 

akan menambah beban pengeluaran usaha mereka. Kondisi ini 

menyebabkan sebagian pelaku usaha menunda atau belum berani mengurus 

sertifikat halal. 

Fitrah menjelaskan bahwa dirinya sempat berpikir bahwa 

pengurusan sertifikat halal membutuhkan biaya yang besar sehingga dirinya 

belum berani mengurus sertifikat halal untuk usahanya. Informan mengaku 
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khawatir biaya pengurusan akan memberatkan usaha kecil yang 

penghasilannya tidak menentu. 

Padahal pemerintah telah menyediakan program Sertifikasi Halal 

Gratis (SEHATI) bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Akan tetapi, kurangnya 

informasi mengenai program tersebut menyebabkan sebagian pelaku usaha 

masih memiliki persepsi bahwa sertifikasi halal membutuhkan biaya yang 

mahal dan proses yang rumit. 

Temuan ini menunjukkan bahwa hambatan biaya dalam 

implementasi regulasi halal tidak selalu disebabkan oleh biaya yang benar-

benar tinggi, tetapi sering kali dipengaruhi oleh kurangnya informasi dan 

minimnya pemahaman pelaku usaha mengenai program bantuan yang 

tersedia. 

5. Persepsi Masyarakat yang Masih Tradisional 

Penelitian juga menemukan bahwa sebagian pelaku usaha masih 

memiliki pemahaman tradisional mengenai konsep halal. Mereka 

menganggap bahwa produk yang diproduksi oleh masyarakat Muslim 

otomatis halal sehingga tidak perlu lagi dilakukan sertifikasi halal secara 

formal. 

Pandangan seperti ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat 

masih memahami halal hanya sebagai nilai agama secara tradisional dan 

belum memahami bahwa sistem halal modern membutuhkan legalitas 

formal berupa sertifikat halal yang diterbitkan oleh negara. 
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Budaya hukum seperti ini menjadi tantangan tersendiri dalam 

implementasi regulasi halal. Selama masyarakat masih menganggap halal 

cukup dibuktikan secara sosial dan agama tanpa legalitas formal, maka 

sertifikasi halal akan terus dipandang sebagai sesuatu yang tidak terlalu 

mendesak. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara pemahaman 

halal secara tradisional dengan tuntutan hukum formal modern. 

6. Keterbatasan Sumber Daya Pendamping Halal 

Selain hambatan pada pelaku usaha, penelitian juga menemukan 

adanya keterbatasan sumber daya pendamping halal di lapangan. 

Pendamping halal menjelaskan bahwa jumlah pendamping yang tersedia 

masih terbatas dibandingkan jumlah UMKM yang harus didampingi. 

Kondisi tersebut menyebabkan proses sosialisasi dan pendampingan 

belum dapat dilakukan secara maksimal kepada seluruh pelaku UMKM. 

Dalam praktiknya, satu pendamping halal harus mendampingi cukup 

banyak pelaku usaha sehingga proses edukasi dan pendampingan menjadi 

kurang optimal. 

Padahal keberadaan pendamping halal memiliki peran yang sangat 

penting dalam membantu pelaku usaha memahami prosedur sertifikasi 

halal, menyiapkan dokumen administrasi, dan melakukan pendaftaran. Oleh 

karena itu, keterbatasan jumlah pendamping halal juga menjadi salah satu 

faktor yang memengaruhi belum optimalnya implementasi UU JPH di 

Kecamatan Sungai Bungkal. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pelaku 

UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 

Produk Halal pada pelaku UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal pada 

dasarnya telah mulai berjalan, namun implementasinya belum optimal dan 

belum merata pada seluruh pelaku usaha. Pelaku UMKM yang telah 

memiliki sertifikat halal menunjukkan tingkat pemahaman, kesadaran, dan 

penerapan standar halal yang lebih baik dibandingkan pelaku usaha yang 

belum memiliki sertifikat halal. Implementasi regulasi halal dalam 

penelitian ini terlihat melalui tiga aspek utama, yaitu aspek pengetahuan 

(kognitif), aspek sikap (afektif), dan aspek tindakan nyata (psikomotorik). 

Pada aspek pengetahuan, pelaku usaha yang telah memperoleh sosialisasi 

dan pendampingan lebih memahami pentingnya sertifikasi halal serta 

prosedur pengurusannya. Pada aspek sikap, sebagian besar pelaku usaha 

memiliki pandangan positif terhadap sertifikasi halal karena dianggap 

mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat citra usaha. 

Sedangkan pada aspek tindakan nyata, pelaku usaha yang telah bersertifikat 
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halal mulai menerapkan standar halal dalam proses produksi, penggunaan 

bahan baku, dan pengelolaan usaha. Namun demikian, sebagian besar 

pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal masih berada pada tahap 

pemahaman normatif dan belum sepenuhnya mampu melaksanakan 

kewajiban sertifikasi halal secara formal. 

2. Hambatan yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengimplementasikan 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 

meliputi rendahnya pemahaman terhadap prosedur sertifikasi halal, 

kurangnya sosialisasi dan pendampingan, kendala administrasi dan literasi 

digital, persepsi bahwa sertifikasi halal membutuhkan biaya mahal, budaya 

hukum masyarakat yang masih tradisional, serta keterbatasan sumber daya 

pendamping halal di lapangan. Sebagian pelaku usaha belum memahami 

tahapan pengurusan sertifikat halal dan masih menganggap bahwa produk 

yang dibuat oleh masyarakat Muslim otomatis halal sehingga tidak 

memerlukan sertifikasi formal. Selain itu, sebagian besar UMKM masih 

dikelola secara sederhana dengan administrasi usaha yang belum tertata 

baik sehingga menyulitkan proses pengajuan sertifikasi halal. Hambatan-

hambatan tersebut menunjukkan bahwa implementasi regulasi halal tidak 

hanya dipengaruhi oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi 

oleh tingkat literasi halal, kondisi ekonomi pelaku usaha, kesiapan 

administrasi usaha, serta efektivitas komunikasi kebijakan dan 

pendampingan halal kepada pelaku UMKM. 
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3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi regulasi halal pada 

UMKM sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi halal pelaku usaha. Temuan 

penelitian mendukung teori implementasi kebijakan George C. Edward III 

yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi 

oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. 

Dalam penelitian ini, komunikasi kebijakan berupa sosialisasi halal dan 

pendampingan terbukti mempengaruhi tingkat pemahaman dan kepatuhan 

pelaku UMKM terhadap regulasi halal. Penelitian ini juga memperkuat teori 

literasi halal yang menjelaskan bahwa pemahaman, kesadaran, dan tindakan 

nyata pelaku usaha terhadap prinsip halal menjadi faktor penting dalam 

keberhasilan implementasi sertifikasi halal. Dengan demikian, penelitian ini 

memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum 

ekonomi syariah, khususnya mengenai hubungan antara literasi halal dan 

implementasi regulasi halal pada pelaku UMKM. 

4. Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan 

implementasi sertifikasi halal pada UMKM membutuhkan penguatan 

sosialisasi, peningkatan pendampingan halal, penyederhanaan prosedur 

administrasi, serta peningkatan literasi digital bagi pelaku usaha kecil. 

Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah 

daerah, BPJPH, pendamping halal, dan lembaga terkait dalam membangun 

kesadaran hukum masyarakat mengenai kewajiban sertifikasi halal. 

Implementasi regulasi halal yang optimal tidak hanya memberikan 

perlindungan kepada konsumen Muslim, tetapi juga mampu meningkatkan 
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kualitas produk, daya saing usaha, dan kepercayaan masyarakat terhadap 

produk UMKM lokal. 

5. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi 

hasil penelitian. Penelitian hanya dilakukan pada wilayah Kecamatan 

Sungai Bungkal dengan jumlah informan yang terbatas sehingga hasil 

penelitian belum dapat menggambarkan kondisi seluruh pelaku UMKM 

secara luas. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

sehingga hasil penelitian lebih menekankan pada pemahaman mendalam 

terhadap fenomena sosial dibandingkan pengukuran statistik. Penelitian ini 

juga masih terbatas pada aspek implementasi regulasi halal dan hambatan 

pelaku usaha, sehingga belum membahas secara lebih luas mengenai 

pengaruh sertifikasi halal terhadap peningkatan pendapatan, daya saing 

usaha, dan perkembangan ekonomi UMKM secara kuantitatif. 

6. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti merekomendasikan agar penelitian 

selanjutnya dapat mengembangkan kajian mengenai implementasi 

sertifikasi halal dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan jumlah 

informan yang lebih banyak agar diperoleh gambaran yang lebih 

komprehensif mengenai implementasi regulasi halal pada UMKM. 

Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji pengaruh sertifikasi halal 

terhadap peningkatan pendapatan, loyalitas konsumen, daya saing produk, 

dan perkembangan ekonomi UMKM secara lebih mendalam menggunakan 

pendekatan kuantitatif maupun mixed methods. Selain itu, penelitian 

selanjutnya juga dapat meneliti efektivitas program Sertifikasi Halal Gratis 
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(SEHATI), peran BPJPH dan pendamping halal, serta strategi peningkatan 

literasi halal masyarakat dalam mendukung pengembangan ekosistem 

industri halal nasional. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pelaku 

UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal, maka peneliti memberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan Badan Penyelenggara 

Jaminan Produk Halal (BPJPH), perlu dilakukan peningkatan sosialisasi 

mengenai kewajiban sertifikasi halal secara lebih intensif dan merata kepada 

seluruh pelaku UMKM, khususnya usaha mikro dan kecil yang bergerak di 

bidang makanan dan minuman. Sosialisasi tidak hanya dilakukan secara 

formal melalui seminar atau penyuluhan, tetapi juga perlu dilakukan secara 

langsung melalui pendampingan lapangan agar pelaku usaha lebih mudah 

memahami prosedur sertifikasi halal. Selain itu, pemerintah juga perlu 

memperkuat program pendampingan halal dan memperbanyak jumlah 

pendamping halal di tingkat daerah agar proses edukasi dan pengurusan 

sertifikasi halal dapat berjalan lebih efektif. 

2. Bagi pelaku UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal, diharapkan agar lebih 

meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi 

halal, tidak hanya sebagai kewajiban hukum tetapi juga sebagai bentuk 
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perlindungan konsumen dan upaya meningkatkan kualitas usaha. Pelaku 

usaha perlu lebih aktif mencari informasi mengenai prosedur sertifikasi 

halal, memanfaatkan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), serta 

mulai membenahi administrasi usaha dan pengelolaan produksi agar lebih 

siap mengikuti proses sertifikasi halal. Dengan adanya sertifikasi halal, 

produk UMKM dapat memiliki nilai tambah, meningkatkan kepercayaan 

konsumen, serta memperluas peluang pemasaran produk. 

3. Bagi pendamping halal dan lembaga terkait, perlu dilakukan penguatan 

strategi pendampingan yang lebih sederhana, komunikatif, dan mudah 

dipahami oleh pelaku usaha kecil. Pendamping halal diharapkan tidak hanya 

membantu proses administrasi sertifikasi halal, tetapi juga memberikan 

edukasi mengenai pentingnya menjaga standar halal dalam proses produksi 

sehari-hari. Selain itu, penggunaan media sosial, pelatihan digital, dan 

pendekatan berbasis komunitas dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan 

literasi halal masyarakat dan mempermudah akses informasi bagi pelaku 

UMKM. 

4. Bagi akademisi dan pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kajian hukum 

ekonomi syariah, khususnya mengenai implementasi regulasi halal dan 

literasi halal pada pelaku UMKM. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

keberhasilan implementasi regulasi halal sangat dipengaruhi oleh faktor 

sosial, ekonomi, budaya hukum, dan efektivitas komunikasi kebijakan. Oleh 

karena itu, penelitian mengenai sertifikasi halal tidak hanya dapat dikaji dari 
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aspek hukum normatif, tetapi juga dapat dikembangkan melalui pendekatan 

sosial, ekonomi, budaya, maupun kebijakan publik agar diperoleh 

pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi regulasi halal 

di masyarakat. 

5. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian dengan 

cakupan wilayah yang lebih luas dan jumlah informan yang lebih banyak 

agar hasil penelitian memiliki tingkat generalisasi yang lebih baik. 

Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau 

mixed methods untuk mengukur secara lebih spesifik pengaruh sertifikasi 

halal terhadap peningkatan pendapatan, loyalitas konsumen, daya saing 

usaha, serta perkembangan ekonomi UMKM. Selain itu, penelitian 

selanjutnya juga dapat mengkaji efektivitas program Sertifikasi Halal Gratis 

(SEHATI), tingkat keberhasilan pendamping halal, serta pengaruh literasi 

digital terhadap implementasi sertifikasi halal pada pelaku UMKM. 

6. Untuk mengatasi keterbatasan penelitian ini, penelitian di masa mendatang 

diharapkan dapat menggunakan metode pengumpulan data yang lebih 

beragam, seperti observasi jangka panjang, studi komparatif antar daerah, 

maupun penggunaan data statistik yang lebih luas agar hasil penelitian 

menjadi lebih mendalam dan objektif. Selain itu, penelitian berikutnya juga 

perlu melibatkan lebih banyak pihak, seperti konsumen, pemerintah daerah, 

BPJPH, dan organisasi pendamping UMKM agar diperoleh perspektif yang 

lebih lengkap mengenai implementasi regulasi halal di lapangan. Dengan 

demikian, kualitas penelitian di masa mendatang diharapkan dapat 
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meningkat, baik dari segi validitas data, kedalaman analisis, maupun tingkat 

generalisasi hasil penelitian. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

Pedoman Wawancara 

NO Narasumber Pertanyaan 

1. Pelaku UMKM 

yang telah 

bersertifikat halal 

a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya 

kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM 

dan dari mana memperoleh informasi 

tersebut? 

b. Menurut Bapak/Ibu, apa manfaat 

sertifikat halal bagi usaha dan 

konsumen? 

c. Apakah Bapak/Ibu memahami prosedur 

pengurusan sertifikat halal sebelum 

mendaftar? 

d. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang 

aturan wajib sertifikasi halal bagi 

UMKM? 

e. Apa langkah pertama yang Bapak/Ibu 

lakukan saat mengurus sertifikat halal? 

f. Apakah bahan baku, proses produksi dan 

kebersihan tempat sudah menyesuaikan 

standard halal? 

g. Bagaimana cara Bapak/Ibu menjaga 

kehalalan produk setelah memperoleh 

sertifikat halal? 

2.  Pelaku UMKM 

yang belum 

bersertifikat halal 

a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya 

kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM 

dan dari mana memperoleh informasi 

tersebut? 

b. Menurut Bapak/Ibu, apa manfaat 

sertfikat halal bagi usaha dan konsumen? 

c. Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu tentang 

aturan wajib sertifikasi halal bagi usaha? 

d. Apakah Bapak/Ibu Pernah mencoba 

mengurus sertifikat halal dan apa 

kendala utama nya? 

e. Walaupun beleum bersertifikat halal, 

apakah Bapak/Ibu sudah memilih bahan 

baku halal dan menjaga kebersihan 

produksi? 

f. Apakah Bapak/Ibu ada rencana 

mengurus sertifikat dalam waktu dekat?  
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3. Penyuluh Halal a. Bagaimana pelaksanaan program 

sertifikasi halal di Kecamatan Sungai 

Bungkal? 

b. Bentuk sosialisasi dan pendampingan 

apa yang telah dilakukan kepada 

UMKM? 

c. Kendala apa yang paling sering 

dihadapi UMKM dalam pengurusan 

sertifikat halal? 

d. Apakah faktor biaya dan administrasi 

masih menjadi hambatan utama bagi 

UMKM? 

e. Strategi apa yang dilakukan untuk 

meningkatkan jumlah UMKM yang 

bersertifikat halal? 

f. Bagaimana respon pelaku UMKM 

terhadap program sertifikasi halal?  
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Pedoman Observasi 

No  Yang Diobservasi Ya Tidak 

1 Pemahaman pelaku UMKM terhadap kewajiban 

sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang 

Jaminan Produk Halal 

  

2 Pemahaman pelaku UMKM mengenai manfaat 

sertifikat halal bagi usaha dan konsumen 

  

3 Pemahaman pelaku UMKM mengenai prosedur dan 

persyaratan pengurusan sertifikat halal 

  

 4 Penggunaan bahan baku yang jelas kehalalannya 

dan kebersihan tempat dalam proses produksi 

  

 5 Upaya pelaku UMKM dalam menjaga kehalalan 

produk setelah memperoleh sertifikat halal 

  

 6 Kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam 

pengurusan sertifikat halal 

  

 7 Pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan 

sertifikasi halal kepada pelaku UMKM 

  

 8 Tingkat kesadaran pelaku UMKM terhadap 

pentingnya sertifikasi halal 

  

 9 Respon pelaku UMKM terhadap program sertifikasi 

halal 
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Pedoman Dokumentasi 

1. Gambara Umum Lokasi Penelitian 

a. Sejarah Kecamatan Sungai Bungkal 

b. Letak geografis Kecamatan Sungai Bungkal 

c. Data jumlah UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal 

d. Program Sertifikasi Halal bagi UMKM 

2. Aktivitas Pelaku UMKM 

a. Foto Lokasi Usaha UMKM 

b. Foto Kegiatan Produksi 

c. Foto Bahan baku yang digunakan 

d. Foto Sertifikat halal UMKM 

e. Foto Kegiatan wawancara dengan pelaku UMKM 
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Transkrip Wawancara 

   Tanggal Wawancara : 22 April & 23April 2026 

   Tempat Wawancara : Kecamatan Sungai Bungkal 

   Jam   : 13.00 – 15. 00 WIB 

   Disusun jam  : 20.00 WIB 

 

NO Pertanyaan peneliti Hasil Wawancara informan 

1. a. Apakah Bapak/Ibu 

mengetahui adanya 

kewajiban sertifikasi 

halal bagi UMKM 

dan dari mana 

memperoleh 

informasi tersebut? 

b. Menurut Bapak/Ibu, 
apa manfaat 
sertifikat halal bagi 
usaha dan 
konsumen? 

c. Apakah Bapak/Ibuk 

memahami prosedur 

pengurusan 

sertifikat halal 

sebelum mendaftar? 

d. Bagaimana pendapat 

Bapak/Ibu tentang 

aturan wajib 

sertifikasi halal bagi 

UMKM? 

e. Apa langkah 

pertama yang 

Bapak/Ibu lakukan 

saat mengurus 

sertifikat halal? 

f. Apakah bahan baku, 

proses produksi dan 

kebersihan tempat 

sudah menyesuaikan 

standar halal? 

g. Bagaimana cara 

Bapak/Ibu menjaga 

a. Iya, saya 

mengetahui 

kewajiban 

sertifikasi halal 

setelah mengikuti 

sosialisasi dan 

pendampingan 

dari pendamping 

halal serta media 

sosial. 

b. Sertifikat halal 

membuat 

konsumen lebih 

percaya dan 

produk lebih 

mudah 

dipasarkan. 

c. Awalnya saya 

belum paham, 

tetapi setelah 

mendapat 

pendampingan 

saya mulai 

mengerti 

prosedurnya. 

d. Menurut saya 

aturan itu baik 

karena 

melindungi 

konsumen dan 

membuat usaha 

lebih dipercaya. 

e. Saya mencari 

informasi tentang 

syarat 

Informan 1 

(Yespita 

Maryani) 
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kehalalan produk 

setelah memperoleh 

sertifikat halal? 

pengurusan dan 

menyiapkan 

dokumen usaha. 

f. Iya, kami 

memilih bahan 

yang jelas halal 

dan menjaga 

kebersihan 

produksi. 

g. Kami tetap 

menggunakan 

bahan yang sama 

dan menjaga 

kebersihan 

selama produksi. 

a. Iya, saya 

mengetahui dari 

sosialisasi dan 

penjelasan 

pendamping 

halal. 

b. Produk jadi lebih 

dipercaya dan 

usaha terlihat 

lebih resmi. 

c. Awalnya saya 

mengira rumit, 

tetapi setelah 

dijelaskan 

ternyata lebih 

mudah. 

d. Menurut saya 

aturan itu baik 

karena membuat 

pelaku usaha 

lebih menjaga 

kualitas produk. 

e. Saya mencari 

informasi syarat 

pengurusan lalu 

menyiapkan 

dokumen usaha. 

f. Sudah, kami 

menjaga 

kebersihan 

Informan 2  

(Rumainah) 
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tempat dan alat 

produksi. 

g. Kami tetap 

memakai bahan 

yang terdaftar 

dan menjaga 

kebersihan 

produksi. 

a. Iya, saya 

mengetahui dari 

pendamping 

halal dan 

sosialisasi 

UMKM. 

b. Konsumen lebih 

yakin membeli 

produk dan usaha 

lebih mudah 

dipasarkan. 

c. Sebelumnya saya 

belum paham, 

tetapi setelah 

mendapat 

pendampingan 

saya mulai 

mengerti. 

d. Menurut saya 

aturan itu baik 

karena membuat 

usaha lebih 

berkualitas. 

e. Saya mencari 

informasi 

persyaratan dan 

menyiapkan 

dokumen usaha. 

f. Sudah, kami 

menjaga 

kebersihan dan 

memastikan 

proses produksi 

berjalan baik. 

g. Kami 

menggunakan 

bahan halal dan 

menjaga proses 

Informan 3 

(Azzura 

Melan Sari) 
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produksi sesuai 

standard. 

2. a. Apakah Bapak/Ibu 

mengetahui adanya 

kewajiban sertifikasi 

halal bagi UMKM 

dan dari mana 

memperoleh 

informasi tersebut? 

b. Menurut Bapak/Ibu, 

apa manfaat 

sertifikat halal bagi 

usaha dan 

konsumen? 

c. Bagaimana pendapat 

Bapak/Ibu tentang 

aturan wajib 

sertifikasi halal bagi 

usaha? 

d. Apakah Bapak/Ibu 

pernah mencoba 

mengurus sertifikat 

halal dan apa 

kendala utamanya? 

e. Walaupun belum 

bersertifikat halal, 

apakah Bapak/Ibu 

sudah memilih 

bahan baku halal 

dan menjaga 

kebersihan 

produksi? 

f. Apakah Bapak/Ibu 

ada rencana 

mengurus sertifikat 

dalam waktu dekat?  

a. Iya, saya 

mengetahui dari 

media sosial dan 

cerita sesama 

pelaku usaha. 

b. Sertifikat halal 

membuat 

pembeli lebih 

percaya dan 

usaha terlihat 

lebih baik. 

c. Menurut saya 

aturan itu bagus, 

tetapi usaha kecil 

masih kesulitan 

memahami 

prosesnya. 

d. Belum pernah. 

Kendalanya 

karena saya 

belum 

memahami 

proses dan 

persyaratan 

administrasinya. 

e. Iya, kami 

memilih bahan 

yang aman dan 

menjaga 

kebersihan 

tempat produksi. 

f. Ada rencana jika 

nanti ada 

pendampingan 

dan informasi 

yang lebih jelas. 

Informan 

1(belum 

bersertifikat)  

(Mama 

zahwa) 

a. Iya, saya 

mengetahui dari 

media sosial dan 

teman sesama 

pelaku usaha. 

b. Sertifikat halal 

membuat usaha 

Informan 2 

(Fitrah) 
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lebih dipercaya 

konsumen. 

c. Menurut saya 

aturan itu baik, 

tetapi usaha kecil 

masih kesulitan 

memahami 

prosedurnya. 

d. Belum pernah. 

Kendalanya 

karena kurang 

memahami 

prosedur dan 

masalah biaya. 

e. Iya, kami 

memilih bahan 

yang jelas dan 

menjaga 

kebersihan 

produksi. 

f. Ada rencana 

karena sertifikat 

halal sekarang 

sudah penting 

bagi usaha 

makanan. 
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Transkrip Observasi 

Tanggal Pengamatan  : 22April 2026 

Tempat pengamatan  : Kecamatan Sungai Bungkal 

Jam     : 11.00 – 15.00 

Disusun Jam   : 20.00 WIB 

No. Observasi Refleksi 

1. Pemahaman Pelaku UMKM terhadap 

Sertifikasi Halal         

Pada pagi hari Rabu, peneliti 

melakukan observasi pada beberapa pelaku 

UMKM di Kecamatan Sungai Bungkal. 

Berdasarkan pengamatan, sebagian pelaku 

usaha sudah mengetahui adanya kewajiban 

sertifikasi halal bagi produk makanan dan 

minuman. Informasi tersebut umumnya 

diperoleh dari media sosial, pendamping 

halal, dan kegiatan sosialisasi. Namun, 

masih ditemukan beberapa pelaku UMKM 

yang belum memahami secara rinci 

mengenai prosedur dan persyaratan 

pengurusan sertifikat halal. 

Dari hasil observasi tersebut, 

dapat diketahui bahwa 

pemahaman pelaku UMKM 

mengenai sertifikasi halal 

sudah mulai meningkat, tetapi 

masih belum merata pada 

seluruh pelaku usaha. 

2. Penerapan Standar Halal dalam Proses 

Produksi UMKM         

Pada saat observasi berlangsung, 

peneliti melihat bahwa pelaku UMKM 

umumnya telah menjaga kebersihan tempat 

produksi dan menggunakan bahan baku 

yang dianggap aman serta halal. Beberapa 

pelaku usaha juga memperhatikan label 

Dari hasil observasi tersebut, 

dapat diketahui bahwa 

sebagian besar pelaku 

UMKM telah menerapkan 

standar halal dalam proses 

produksi, terutama pada 

aspek kebersihan dan 

pemilihan bahan baku. 
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halal pada bahan kemasan yang digunakan. 

Selain itu, alat produksi terlihat digunakan 

khusus untuk proses pembuatan produk 

makanan yang dijual. 

   

3. Pencantuman Label Halal pada Produk 

UMKM           

Berdasarkan hasil pengamatan, 

UMKM yang telah memiliki sertifikat halal 

sudah mencantumkan label halal pada 

kemasan produk. Label tersebut terlihat 

jelas pada bagian depan kemasan sehingga 

mudah diketahui konsumen. Sementara itu, 

UMKM yang belum memiliki sertifikat 

halal belum mencantumkan label halal pada 

produknya. 

Dari hasil observasi tersebut, 

dapat diketahui bahwa 

pencantuman label halal 

menjadi salah satu bentuk 

implementasi sertifikasi halal 

yang dilakukan oleh UMKM 

yang telah bersertifikat halal. 

4 Kendala Pelaku UMKM dalam 

Pengurusan Sertifikasi Halal 

Pada saat observasi dan interaksi 

dengan pelaku usaha, peneliti menemukan 

bahwa beberapa UMKM masih mengalami 

kesulitan dalam memahami prosedur 

pengurusan sertifikat halal. Selain itu, 

kendala administrasi, keterbatasan 

penggunaan sistem digital, dan anggapan 

mengenai biaya pengurusan yang mahal 

masih menjadi hambatan bagi sebagian 

pelaku usaha kecil. 

Dari hasil observasi tersebut, 

dapat diketahui bahwa 

kendala utama UMKM dalam 

pengurusan sertifikasi halal 

masih berkaitan dengan 

pemahaman prosedur, 

administrasi, dan biaya. 

5. Pelaksanaan Sosialisasi dan 

Pendampingan Sertifikasi Halal 

Dari hasil observasi tersebut, 

dapat diketahui bahwa 
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Peneliti mengamati bahwa kegiatan 

sosialisasi dan pendampingan halal telah 

dilakukan melalui penyuluhan langsung, 

pendampingan individual, dan penyebaran 

informasi melalui media sosial. 

Pendamping halal juga terlihat membantu 

pelaku usaha dalam memahami tahapan 

pengurusan sertifikat halal dan persyaratan 

administrasi yang diperlukan. 

sosialisasi dan pendampingan 

halal memiliki peran penting 

dalam meningkatkan 

pemahaman serta kesadaran 

pelaku UMKM terhadap 

sertifikasi halal. 
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Beberapa Kumpulan Dokumentasi Foto Selama Melaksanakan Penelitian di Pasar 

Tanjung Bajure 
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